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ABSTRAK

Nama : Niken Dyah Triana, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul :Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah luMeBadan

Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas) Dihubungkan
Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 TentangrAsiei
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tetédptas dari sengketa yang
dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Adseé Syariah Nasional
(Basyarnas) sebagaimana dimuat dalam Undang-untieng21l Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini diarsals@cara deskriptif analitis
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatiimpé&ensi Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada Kladeslam perjanjian para
pihak dalam menyelesaiakan sengketa muamalah (pgrdang timbul dalam

perdagangan, keuangan, industri, jasa. Dalam hgdiesengketa yang belum
memiliki cabang/perwakilan maka para pihak yangs&egketa diberikan hak
untuk memilih cabang/perwakilan Badan ArbitraserisyaNasional (Basyarnas)
sesuai dengan kesepakatan bersama. PelaksanaasarmpuBadan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan keterf@ueat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang PenegasaakTBerlakunya Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Trentaksekusi Putusan
Badan Arbitrase Syari‘ah.

Kata kunci :
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), SstagRerbankan Syariah
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ABSTRACT

Name : Niken Dyah Triana, SH
Study Program : Master of Notary
Tittle :The Dispute Settlement of Islamic Bankingraugh Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Bayarnas) Regardinigate No. 30
Year 1999 Concerning of The Arbitration and Altéiva
Dispute Resolution.

The development of Islamic Banking in Indonesia’tcde separated from
possibility dispute that can be resolved by Badabithase Syariah Nasional
(Basyarnas) as there is in Law No. 21 Year 2008c€uning to the Islamic
Banking. This study analyzed by descriptive analysing a juridical normative
approach. The competence of Badan Arbitrase Syatesional (Basyarnas) is
based on the clause of an agreement by the pargstlve the civil issues that
arising from trading activities, finance, industand services. For the dispute
settlement that don’t have any branch/represematiaheir place, the party have
a right to choose the branch/representation of Baklbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas). The implementation decision of Badabitrtase Syariah Nasional
(Basyarnas) according with legal requirement Sid@ran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 8 Year 2010 Concerning of Inoperativdirkiation of Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2008 Concerning txecution of
Decision of Badan Arbitrase Syari’ah.

Keywords :
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Desgslamic Banking
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang yalmgdandamental
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektorargeb memiliki peran
strategis bagi ekonomi suatu negara, dan berfusgbagai penyalur dan
penghimpun dana masyarakat, baik kepada usahabgsdat kecil, menengah
dan besar.

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasiapgem melalui
beberapa ketentuan Undang-undang. Bermula daringmdadang No. 14 Tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, kemudian didlealgan Undang-undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lalu disemgamanenjadi Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan ataangnehdang No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan.

Kehadiran sistem perekonomian syariah Indonesend&lurun waktu dua
dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Habterterlihat bukan hanya
dalam lingkungan perbankan saja, melainkan jugdtimdalam berbagai bidang
bisnis yang lain, seperti asuransi syariah, pegadsyariah, pasar modal syariah,
dan yang lain. Sehingga mengukuhkan pendapat bakgtngan, terutama
akademisi dan ekonom muslim, bahwa saat ini tiddk @asan untuk menolak
penerapan sistem ekonomi syariah, khususnya In@dohes

Terkait dengan ekonomi syariah, bank syariah dofedia secara resmi
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 setdiladrlakukannya Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nadalam kurun waktu lebih
dari 6 (enam) tahun perkembangan bank syariah masibhm seperti yang
diharapkan. Dengan diberlakukannya Undang-undandlBl@ahun 1998 sebagai
landasan penting perkembangan perbankan syari@mal air, diharapkan dapat

L Nur Kholis, “Penegakan Syariah Islam di Indoned®erépektif Ekonomi)” Jurnal Hukum
Islam, (Yogyakarta : 2006), him. 169.
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berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah lsatoponen penting dalam
upaya pengembangan perbankan Indorfesia.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankéumbdiatur
mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghagsrkembangan
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak t, cdmampetitif, dan
terintegrasi dengan tantangan yang semakin komgksita sistem keuangan yang
semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan darm ekonomi, termasuk
perbankari. Memasuki era globalisasi dan dengan telah dikasfnya beberapa
perjanjian internasional di bidang perdagangan Hgardan jasa, diperlukan
penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undandaidathg perekonomian,
khususnya sektor perbankan, oleh karena itu diidtindang-undang No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.hdnTa992 Tentang
Perbankan yang memberikan kesempatan yang selssylu bagi masyarakat
untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kagiatsaha berdasarkan
Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatandie@ank Umum untuk
membuka kantor cabangnya yang khusus melakukaatkedberdasarkan Prinsip
Syariah?

Eksistensi bank syariah diperkuat dengan UndangwsdNo 23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah ldidbagan Undang-undang
No 3 tahun 2004. Dalam Pasal 10 Undang-undang N@afi 1999 dinyatakan
bahwa Bank Indonesia diberi kewenangan untuk me&klkupengendalian
moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cpkspt dalam hal
perhimpunan dana pihak ketiga. Peningkatan tersebgadi pada semua
komponen, baik giro sebesar 52,3%, tabungan 75m8&bpun deposito 82,5%.
Dana pihak ketiga yang mendominasi adalah depa$#iogan pangsa yang
meningkat menjadi 61,6% pada tahun 2003.

2 Syafi'i Antonio, “Bank Syariah Suatu Pengenalanumi, Sambutan Gubernur B, him. IX.

? http://www.mui.or.id, tanggal 1 Februari 2011 pukul 12.00 WIB.

* Penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998rg Perubahan atas Undang-undang
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Alinea ke-ulfuj

® Bank Indonesial.aporan Perekonomian Bank Indonesia 2003, (Jakarta : Bank Indonesia, 2004),
him. 148.
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Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 2hui 2008
tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal i&008, maka pengembangan
industri perbankan syariah nasional semakin memidkdasan hukum yang
memadai dan akan mendorong pertumbuhannya sedahackepat lagi. Dengan
progres perkembangannya yang impresif, yang mencaggrata pertumbuhan
aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun teraknaka diharapkan peran
industri perbankan syariah dalam mendukung pereka nasional akan
semakin signifikar’.

Menurut M. Amin Aziz, bahwa keunggulan bank syargtalah sebagai
berikut 7

1. Landasan operasionalnya adalah Al-Quran dan Ali#dad

2. Produk dan operasi bank berdasarkan pada prinsipyprefisiensi,

keadilan, dan kebersamaan.

3. Dasar efesiensi tercermin pada usaha (ikhtiar).

Mengingat kegiatan bisnis yang jumlah transaksisgagat banyak dan
setiap bank memiliki keunggulan dan kelemahan, nggj/a memungkinkan
terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibgtbila sengketa bisnis
dibiarkan atau lambat dalam penyelesaian, maka ladsalampak negatif terhadap
perkembangan dunia usaha vyaitu pembangunan ekontohak stabil,
produktivitas menurun, dan dunia bisnis akan mexrgekemunduran.

Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentarizpflean Syariah,
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbanlarahsydilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sddaemgenjelasan Pasal 55
ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, memuggnkean penyelesaian
sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesngad isi akad yakni melalui
musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitraseicdy&tasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pélaga dalam lingkungan
Peradilan Umum.

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan metdebaik dalam

penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjarjeaiya pihak akan berusaha

® Bank Indonesia, “Sekilas Perbankan Syariah died@”, www.bi.go.id tanggal 1 Februari
2011 pukul 10.00 WIB.
" M. Amin Azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta : Bangkit, 1990), him. 37.
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menyelesaikannya secara musyawarah menurut Islaamum terdapat
kemungkinan perselisihan yang tidak dapat disdtasaisecara musyawarah.
Dalam hukum positif di Indonesia penyelesaian setegkyang terjadi dalam
ekonomi syariah dapat dilakukan dengan arbitrasgg y@erupakan yuridiksi
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sedeagan prosedur yang
ditentukan.

Apabila para pihak berpekara antara orang-orangghena islafhingin
membawa dalam proses pengadilan, maka pengadil@amaagmempunyai
kompetensi absolut dalam menangani hal-hal sebagairdiatur dalam Pasal 49
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang PerubalasnlUatdang-udang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni memerikeamutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antarageoasng yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibalakaf, zakat, infaq, shadagah
dan ekonomi syariah

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentangidadran Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaam@agsemula kompetensi
Peradilan Agama hanya menyelesaikan masalah-masatehtu, yakni meliputi
perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah dan waiesdpi setelah Undang-
undang No. 3 Tahun 2006, kompetensi Peradilan Agdiperluas yaitu bukan
hanya meliputi bidang-bidang tertentu saja melainkga pada bidang ekonomi
syariah seperti bank, lembaga keuangan mikro, asiireeasuransi, reksadana,
obligasi dan surat berharga jangka menengah, se&upembiayaan, pegadaian,
dana pensiun lembaga keuangan dan bisnis yangsiegyariali.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No. 48 tahud p&Qbahan atas
Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasadrakiman, kekuasaan
kehakiman berada pada peradilan negara, yakni iReradmum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Mggdan Mahkamah

Konstitusi. Selain itu, Pasal 58 Undang-undang M8. tahun 2009 Upaya

8 Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yangghera Islam” adalah orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri desgé&arela kepada hukum Islam mengenai
hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan AgantatlfPenjelasan Angka 37 Pasal 49 Undang-
undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas gndklmg No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

® Hukumonline, “Ada 11 Bidang Usaha Syariah Yangi J&ewenang Pengadilan Agama”,
www.hukumonline.com 5 September 2010 pukul 15.30 WIB.
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penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukaredpkengadilan negara melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketanbpenjelasan Pasal 59 ayat (1)
Undang-undang No. 48 tahun 2009, dinyatakan bali&rase yang dimaksud
tersebut meliputi arbitrase syarigh.
Ada beberapa alasan para pihak memilih penyelessagketa melalui
arbitrase dan tidak menggunakan peradilan umurarafdin®*
1. Kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih
Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yangasdnas bagi
pihak yang akan menyelesaikan persengketaan yajagliteliantara
mereka. Mereka dapat menentukan arbiter yang mengikakan atau
menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga arbitrasg gkan
memilih arbiter bagi mereka. Disamping itu melatubitrase relatif
lebih aman terhadap keadaan yang tidak menentkelzhakpastian
sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.
2. Keahlian dari para arbiter.
Para pihak mempunyai kepercayaan yang besar kgpadaarbiter
mengenai perkara yang akan diselesaikan. Mereka jdgpat
menunjuk arbiter yang memiliki keahlian tertentutukn membantu
menyelesaikan persengketaan mereka, sedangkan gedagadilan
umum, hal ini tidak bisa dilakukan mereka.
3. Arbitrase bersifat rahasia.
Arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, karen&daaya menyangkut
pribadi dan tidak bersifat umum. Tujuannya adalatuki melindungi
para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan migal dengan
penyebarnya rahasia bisnis para pihak yang bersengkepada

masyarakat umum.

19 pasal 59 Undang-undang No. 48 tahun 2009 perubatasnundang-undang No. 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwardsbitmerupakan cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasgykda perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

' Heri Sunandar, “Penyelesaian Sengketa PerdatalMdadan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas)”Jurnal Hukum Islam Volume VI1I No 6, (Desember 2007), him. 634.
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4. Non-preseden.

Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang bergaruh penting

dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya btasifat Non-

preseden. Dengan demikian keputusan arbitrase daga berbeda
antara satu dengan lainnya walaupun perkara yasgedaikan serupa
atau memiliki kesamaan.

5. Kearifan dan kepekaan arbiter.

Kearifan dan kepekaan arbiter terhadap aturan ywdkag diterapkan
inilah yang menjadi motivasi para pihak yang begketer meminta
penyelesaian sengketanya melalui arbitrase.

6. Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan ddaiparadilan.
Keputusan arbitrase dapat langsung dilaksanakaagaelputusan
pengadilan, karena dalam putusan arbitrase menmuatn@ngandung
irah-irah (kepala putusan) yang menyatakan “Demiadflan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempuekaatan
hukum tetap dan mengikat para pihak.

7. Cepat dan hemat biaya penyelesaian.

Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya adibngkan
pengadilan umum yang akan menyelesaian persengkgéag terjadi
antara para pihak. Melalui arbitrase tidak dapajutan upaya hukum
banding, kasasi atau peninjauan kembali terhadpptiésan arbitrase,
karena keputusannya bersifiatal and binding.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adakatubahan dari
nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)g/amerupakan salah satu
wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali di#m di Indonesis.
Pendirianya diprakarsai oleh Majelis Ulama IndoaedViUl) pada tanggal 21
Oktober 1993. Badan Arbitrase Muamalat IndonesiAMBII) bertugas untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan di bidgegdata islam atau

12 http://www.mui.or.id, Loc cit.
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muamalah, antara lain menyelesaikan sengketa-sengkebankan syariah pada
khususnya dan hubungan-hubungan muamalah pada yatinn

Berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majdiama Indonesia
(RAKERNAS MUI), pada tanggal 23-26 Desember 2002negaskan perubahan
nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) fagnBadan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas), perubahan terselhdbsskan keputusan rapat
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor KefiMd9I/X11/2003 tanggal
24 Desember 2003 Tentang Basyarnas. Perubahan rareabut untuk
menunjukan bahwa Basyarnas adalah lembaga arbitsdam/hakam yang
memutuskan berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Bad@itrase Muamalat
Indonesia (BAMUI) pada awal pembentukan berbadakummuyayasan, setelah
keluarnya keputusan rapat Dewan Pimpinan Majeliamal Indonesia Nomor
Kep-09/MUI/XI11/2003, berubah menjadi badan yangader dibawah MUI dan
merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Insiar@1Ul). **

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basg@rnsangat
diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan sajankadilatarbelakangi oleh
kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanafaratsislam, melainkan
juga menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkemaa kehidupan ekonomi
dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujudirilchn Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permdaenindependen yang
berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya lsglagnuamalat yang timbul
dalam hubungan perdagangan, industri keuangan,d@sdain-lain dikalangan
umat Islam®>

Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BasgaJ ini tidak terlepas
dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomat Islam, kontekstual ini
jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamaldbhesia (BMI) dan Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) Festaansi Takaful yang
lebih dulu lahir:®

¥ Yudo Paripurno, “Basyarnas Lebih Banyak MenangaBengketa Perbankan”,
http://www.hukumonline.co.igd 5 September 2010, pukul 15.45 WIB.
14 (j:
Ibid.
' http://www.mui.or.id Loc cit.
'®|bid.
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Dengan adanya Undang-Undang Republik IndonesialBollahun 1998
Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 198@fg Perbankan, maka
pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-baakg yberoperasi secara
syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yanggeeesi secara syariah. Dengan
adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkamadmya sengketa-
sengketa antara bank syariah tersebut dengan mas@basehingga Dewan
Syariah Nasional (DSN) menganggap perlu mengeluariedwa-fatwa bagi
lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastianrhmengenai setiap akad-
akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap #ladicantumkan klausula
arbitrase yang berbuny’:

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajipan atau jika terjadi
perselisihan diantara para pihak maka penyelesgaaditakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasion&@N)Dtersebut
dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangaralsydalam setiap produk
akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, sexkaa sengketa-sengketa
yang terjadi antara perbankan syariah atau lemlz@gangan syariah dengan
nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badhitrase Syariah
Nasional (Basyarnas}.

Berkembangnya perbankan syariah di berbagai daBraidonesia tidak
sebanding dengan perkembangan Badan ArbitraseaBydasional (Basyarnas)
sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankaiahsyeetika bank dan
nasabah bermasalah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) besdgara otonom dan
independen sebagai salah satu instrumen hukummangelesaikan perselisihan
para pihak, baik yang datang dari dalam lingkunggamk syariah, asuransi
syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkdari kalangan non
muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase &yadxiasional (Basyarnas)
selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitastglam menyelesaikan

sengketa.

17| bid.
18 | bid.
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Objek sengketa yang dapat diselesaikan melaluitrasei hanyalah
sengketa di bidang perdagangan atau mengenai hak m&nurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnyh gihak yang
bersengketd’ Sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaiark téthpat
diselesaikan melalui arbitre8eDalam hal sengketa yang menyangkut transaksi
perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sengkebidang perdagangan,
sengketa ini sangat mungkin diselesaikan melahiirase.

Saat ini, di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembadaitraise yaitu Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berwenanwenyelenggarakan
penyelesaian sengketa atau beda pendapat yandli telijperbagai sektor
perdagangan, industri dan keuangan, melalui asatraan bentuk-bentuk
alternatif penyelesaian sengketa lainnya antaradaibidang-bidang Korporasi,
Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekaymaslektual, Lisensi,
Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkumghdup, Penginderaan Jarak
Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perngdandangan dan kebiasaan
internasiondt, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)gydidirikan
pada tanggal 9 Agustus 2002 atas prakarsa dan dakuBadan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Blisa Efek Surabaya
(BES), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KRExn PT. Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di linglamgasar modal Indonegfa,
dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnashg yaberwenang
menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mafanyahg timbul dalam
bidang perdagangan, keuangaan, industri, jasa, ldi@dlain yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnyh @ihak yang
bersengket&®

Data menunjukkan bahwa dari awal berdirinya tah0©32hingga tahun
2007, baru 2 (dua) sengketa perbankan syariah paritasil dituntaskan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Tiga setagleénnya sempat didaftarkan

19 Indonesia,Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., Undang-undang
No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN N&73 Pasal 5 ayat (1).

% Indonesia,Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., Undang-undang
No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN N&73 Pasal 5 ayat (2).

2 http://www.bani-arb.org tanggal 1 Februari 2011 pukul 13.00 WIB.

22 \www.bapmi.org, tanggal 13 April 2011, pukul 10\00B.

% http://students.sunan-ampel.ac.idnggal 1 Februari pukul 13.00 WIB.
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tetapi akhirnya tidak diproses dikarenakan kurangmenuhi persyaratan.
Sementara Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUWari tahun 1993
hingga tahun 2003 tercatat menyelesaikan 12 semgleebankan syariah. Dengan
demikian, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basgsyman sebelumnya Badan
Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) baru menyelkaa 14 sengketa
perbankan syariaf!.

Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasionahs{@rnas)
semakin kuat setelah dikeluarkan Undang-Undang N@@dahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. ddgeundang menjelaskan
tentang prosedur berperkara melalui arbitrase. Benigi, Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh KanDagang Indonesia
(KADIN) ?»® dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnasj ydiprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedkaiu yang sama dalam
menyelesaikan sengketa melalui arbitZse.

Terkait dengan eksekusi putusan arbitrase, beldmsaBurat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 yang mergeksekusi putusan
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tent&enegasan Tidak
Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 T&008 tentang Eksekusi
Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Tertanggal 20 A04i0, Mahkamah Agung
membatalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NaBun 2008 yang
menyatakan eksekusi putusan basyarnas adalah kegen®engadilan Agama,
sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Taldit@6tang Perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilaam@&g

Mahkamah Agung mendasarkan perubahan Surat Edazesebutt
sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No.A48nTa009 perubahan atas
Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasadrakitean, menyatakan
para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbif{tasmasuk arbitrase syariah)
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasaswa@map Ketua Pengadilan

Negeri atas permohonan salah satu pihak yang lggsien

2 http: //www.hukumonline.comtanggal 15 Januari 2008 pukul 08.00 WIB.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad YarSieri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), him. 98.

%6 Heri SunandarQp. Cit, him. 638.
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Dengan berbagai permasalahan yang muncul seirikgmp&angan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagainaité penyelesaian sengketa
terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi &ygseda umumnya dan
sengketa perbankan syariah pada khususnya, sertial&epelaksanaan putusan
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). tdaitblah yang penulis bahas

dalam penelitian ini.

1.2  Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelaymygng menjadi

pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adadbhgai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai kompetensi BadanrdsbitSyariah
Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundamigugan yang
berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan putusan Badan Arbitrase Sy&tagional
(Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankgarials
dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 168fang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

1.3  Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahuiehktuian mengenai
kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bamsr terkait peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pertarapan keputusan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam pesgehn sengketa Perbankan
Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30urratf99 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

14  Metode Pendlitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ialatpenelitian yuridis
normatif yaitu yang berarti bahwa penelitian ini nrgacu dan berbasis pada

analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukbaernaran berdasarkan
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logika keilmuan dari sisi normatifn§a Penelitian ini menekankan pada
penggunaan norma-norma hukum secara tertulis skdizgkung dengan hasil
wawancara dengan narasumber dan informan.

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif liaga dengan
memberikan gambaran mengenai fakta-fakta secarad#no menyeluruh terkait
dengan permasalahan yang ditemui, sehingga dapatben&an penjelasan
mengenai ketentuan berkenaan dengan kompetensinBAdatrase Syariah
Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundamigugen yang berlaku di
Indonesia, dan penerapan keputusan Badan Arbiti@gariah Nasional
(Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbaykaatsdihubungkan dengan
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasen dAlternatif
Penyelesaian Sengketa. Selain penelaahan terhadapbbku kepustakaan,
penulis juga melakukan penelitian terhadap peratpesiundangan yang berkaitan
dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sé&ngkeukum perbankan,
khususnya hukum perbankan syariah, dan beritaabtikini mengenai Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan segalagsalahannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelit@nadalah data
sekunder dan data primer. Untuk data primer dipérainelalui wawancara
langsung terhadap narasumber dan informan terkarigah permasalahan
ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase &yadfiasional (Basyarnas)
terkait peraturan perundang-undangan yang berlakaddnesia, dan penerapan
keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basgarwlalam penyelesaian
sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan gaaalang No. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&@angketa. Sedangkan, data
sekunder diperoleh melalui studi pustaka (penalitikepustakaan), yang
bersumber dari :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yamgpunyai

kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundadgngan,

dan peraturan lain yaitu :

27 Johny Ibrahim,Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet.Il, (Malang: Bayumedia
Publisihing, 2005), him. 47.
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1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan a
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase d
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang Perubahan ata
Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Ind@nes

4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubalasn at
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

5. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

6. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubatagn
Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

7. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI1/2004 tentagk
Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah.

8. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI1/2005 tentskad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah.

9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010
tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi
Putusan Badan Arbitrase Syari‘ah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum geatg

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapajamelisis

serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-baktikel

ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.
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C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merkdoeri
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekuyaigr,
kamus?®

penelitian kepustakaan. Sementara itu, alat penglampmlata berupa wawancara
dipergunakan untuk memperoleh jawaban tentang ajsa lsl-hal yang akan
diketahui sehubungan dengan suatu hal. Wawancalakukdan kepada
narasumber dan informan untuk menambah informasi pénelitiannyd, yakni
Ana Kristiana sebagai asisten Bendahara Badan rAskit Syariah Nasional
(Basyarnas), dan Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Knbagai kuasa hukum dari
salah satu pihak yang pernah menyelesaikan sengikaiui Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas).

Penelitian ini pula menggunakan metode analisisa daendekatan
kualitatif karena fokus pada penelitian ini adalakeneliti fakta tertentu yang
bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yhrsdjti,*® yakni ketentuan
mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Naki(Basyarnas) terkait
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Irsi@neserta implikasi
penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasi@Basyarnas) dalam
penyelesaian sengketa Perbankan Syariah terhadépmirbankan di Indonesia.

15 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesisgyterdiri dari tiga bab,
yang secara ringkas disusun dengan sistematikgaieterikut:

BAB | mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikamtang latar
belakang yang menjadi alasan penulisan tesis akiofp permasalahan yang berisi
uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ijuartupenelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il mengenai pemahaman tentang Penyelesaiagkgta Perbankan

pada umumnya, Kompetensi Badan Arbitrase SyariakBioNal (Basyarnas)

3Sperjono SoekantaPenelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali
Press, 1990), him. 27.

29 Sri Mamudii,et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 22.

%0 SpekantoQp. Cit., him. 32.
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sebagai alternatif penyelesaian sengketa PerbaBSkanah di Indonesia, dan
penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah NdgBasyarnas) dihubungkan
dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 TentangtrAski dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

BAB Il merupakan penutup yang berisi kesimpujeamg diperoleh dari
hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas podwwkasalahan dalam

penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisasatari Penulis.
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BAB 2
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

21 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN PADA UMUMNYA

Sektor perbankan dengan posisi strategis sebagdiaga intermediasi
dan penunjang sistem perbankan merupakan faktog yamgat menentukan
dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan diperlukan
penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasiamglbggkkan hanya mencakup
upaya penyehatan bank secara individual melaink@a jpenyehatan sistem
perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatanni@raiasional menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bankdanknasyarakat pengguna
jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersepat chembantu memelihara
tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga degpperan secara maksimal
dalam perekonomian nasiorfal.

Bank sebagai lembaga perantara ddmaarfcial intermediary memiliki
tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam besioipanan dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bankimenyai peranan strategis
dalam pembangunan nasional yang memerlukan ke@acaglari masyarakat
sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dergjkn Kepercayaan dari
masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apdiaifk dalam kegiatan
usahanya mampu melindungi keamanan dana nasabghdysimpan di bank.

Saat ini layanan jasa perbankan berperan aktif ndalalu lintas
pembayaran transaksi bisnis. Ekspansi dunia usaeHzampkan telah sampai ke
pusat-pusat bisnis di berbagai pelosok tanah angan kata lain lembaga
perbankan telah memasyarakat. Oleh karena itun cedeabah menyadari banyak

keuntungan yang dapat diperoleh jika menyimpan diamank. Namun sengketa

1 penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1@8&rig Perubahan atas
Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankameaike-3 (tiga).
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dalam pelaksanaan hubungan hukum antara nasabalbadn masih sering
ditemui.

Secara umum, penyelesaian suatu sengketa perbalaat dilakukan
melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketéuar pengadilan dan
penyelesaian di dalam pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
Proses penyelesaian sengketa di dalam pengadéampetses litigasi
adalah proses penyelesaian sengketa tertua. Awab®t@ap sengketa
diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadii@dikanthe first and
last resort dalam penyelesaian sengketa. Namun penyelesaiagketan
dengan cara ini ternyata belum memuaskan banyadkpiierutama pihak-
pihak yang bersengketa, karena keputusan pengadédaga menghasilkan
kesepakatan yang bersitadversarialdimana hasilnya masih terdapat banyak
kekurangan antara lain; belum mampu merangkul Kemmn bersama,
cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalamyefesaiannya,
membutuhkan biaya yang mabhal, tidak responsif, meualkan permusuhan
di antara pihak yang bersengketa, serta banyakdiegelanggaran dalam
pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyanakah dan juga dunia
bisnis sehingga diperlukan institusi baru yangHhedfiesien dan efektif dalam
menyelesaikan sengketa bisffis.
b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bé&du&), yaitu :
1) Alternatif Penyelesaian Sengketa
(a) Konsultasi
Menurut Black’s Law Dictionary konsultasi adalah aktivitas
konsultasi atau perundingan seperti klien dengaagehat hukumnya.
Konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan ecaagg (pihak)
terhadap suatu masalah.
Konsultasi praktiknya dapat berbentuk menyewa klbaus hukum
untuk dimintai pendapatnya dalam upaya penyelesaiatu masalah.
Konsultan tidak dominan melainkan hanya memberikemdapat

%2 Wirdyaningsih, et. al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesi@lakarta : Kencana,
2005), him. 223-224.
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hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan parhalpi untuk
menyelesaikan sengketa.
(b) Negosiasi

Menurut Garry Goodpaster, negosiasi adalah suaisepruntuk
mencapai kesepakatan dengan pihak lain, sedangkanraot Fisher
dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua araly yhrancang
untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua bdiak piemiliki
kepentingan yang sama maupun yang berbeda, tanealibaan
pihak ketiga, baik pihak ketiga yang tidak berwenanengambil
keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang bermgmaengambil
keputusan (ajudikatoff. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
negosiasi diartikan sebagai :

1) Proses tawar menawar dengan cara berunding untokbere
atau menerima guna mencapai kesepakatan bersaana satu
pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (keloknptau
organisasi) yang lain;

i) Proses penyelesaian sengketa secara damai melalui
perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

(c) Mediasi
Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu progeshengahan
dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraank tratkkomunikasi
antara pihak, sehingga pandangan mereka yang laedtasl sengketa
tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikampietanggung
jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetapld€eidangan para
pihak sendiri-sendiri®
Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tid@knpunyai
wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pétapi dalam
hal itu para pihak menguasakan kepada mediatorkum&mbantu

mereka menyelesaikan berbagai persoalan di antare@ken Latar

%% Ibid, him. 228.

* bid.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P db®9, him. 686.

% Gatot Soemartondyrbitrase dan Mediasi di Indonesi@lakarta : PT. Gramedia, 2002),
him. 120.
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belakang pemikiran itu, adalah bahwa pihak ketiganamampu
mengubah hubungan konflik dengan cara mempeng&eyarcayaan
dan tingkah laku pribadi individual dari para pihdengan jalan
memberi informasi atau menggunakan proses negogéasj lebih
efektif. Dengan demikian, hal itu membantu paraepes untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedangelijgetakan’
Saat ini Bank Indonesia telah menyediakan aturamgereai
penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal ini gabsna tertuang
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI2§ang mulai
berlaku pada tanggal 1 Juni 2006, dan telah diparo@ dengan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/1/PBI1/200&aeg Mediasi
Perbankan, yang menyebutkan bahwa setiap banknagyarelesaikan
sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui leanbagdiasi
perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan Btk Indonesia.
(d) Konsiliasi
Menurut Black’s Law Dictionary konsiliasi adalah penciptaan
penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sznglegigan
suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permyankadilakukan
di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengaksud untuk
menghindari proses litiga3.
2) Arbitrase
Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedu
penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasgrkesetujuan para
pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan seagketreka kepada
seorang arbitet’
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 199@nign
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,itfebe adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar panadimum yang

37 Sudargo Gautamaneka Hukum ArbitraséBandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) ,
him. 13.

% Wirdyaningsihet. al., Op. Cit, him. 229.

% Gatot Soemarton®p.Cit, him. 25.
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didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuzradertulis oleh para
pihak yang bersengketa.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwaksta yang
dapat dibawa pada arbitrase adalah sengketa yasgabekeperdataan.
Para pihak telah menyepakati secara tertulis bgikaaterjadi perkara
mengenai perjanjian yang telah mereka buat maka&kaeskan memilih
jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase d#ak tberperkara di
depan peradilan umum. Dengan demikian yang dilakulealah
memutuskan pilihan forum, yaitu yuridiksi dimanaatu sengketa akan
diperiksa dan bukan pilihan hukuth.

Konsekuensi dari penyelesaian sengketa melalutraskei adalah
bagi para pihak yang kalah harus secara sukardiksagmakan isi putusan
arbitrase tersebut, akan tetapi apabila ternyataispn arbitrase tidak
dilaksanakan secara sukarela, maka sesuai dendantuan Pasal 61
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif
Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase dilaksanad&ngan perintah
Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salatpdetk.

Untuk itu pula, maka salinan asli dari putusanteaibe dan lembar
asli pengangkatan atau penunjukkan arbiter hargsratkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri setempat. Dengan demitearti Ketua
Pengadilan Negeri yang melaksanakan putusan abitsgbagaimana
halnya melaksanakan isi putusan pengadilan biasg y@dah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karenanya, setiap putusan arbitrase salinabde aslinya
harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neggtempat baik oleh
arbiter atau salah seorang dari mereka ataupunkolasa arbiter dalam
waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkaika tidak
didaftarkan, maka putusan arbitrase tersebut tidglat dilaksanakan.

Sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusaruaKe

Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa hal betiku **

40 [
Ibid.
“ Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah dan Eksistensinya Cetakan (Jakarta :
Basyarnas, 2004), him. 31.
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a. Apakah arbiter atau majelis arbitrase yang memeardkan memutus
perkara tersebut, benar-benar telah diangkat ataunjuk oleh para
pihak dan sesuai dengan kehendaknya;

b. Apakah perkara yang diperiksa dan untuk diputu$ @ebiter atau
majelis arbitrase adalah perkara yang menurut hukwemang dapat
diselesaikan dengan arbitrase; serta

c. Putusan yang dijatuhkan tersebut, tidak bertentangkengan
kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain dari ketiga hal tersebut di atas, Ketua Beiten Negeri
tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa alasanpertimbangan
dari ketiga syarat tersebut. Jika ada yang tidgletauhi Ketua Pengadilan
Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksetarbadap
putusan penolakan yang demikian tidak dapat dilakuwpaya hukum.

Terhadap putusan arbitrase yang pelaksanaan eksgkuselalui
atau dengan fiat eksekusi yang disertai denganatéaagan dari Ketua
Pengadilan Negeri, maka pelaksanaan putusannyaaisesengan
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yanfj telEmpunyai
kekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi atasgutrbitrase akan
berbeda dengan permohonan pelaksanaan eksekuslaprputusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Secara jelasbditkan dalam Pasal 64
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrage Alternatif
Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa :

“Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintahuKePengadilan
Negeri, dilaksankaan sesuai ketentuan pelaksanatusgn dalam
perkara perdata yang putusannya telah mempunyaiakak hukum
tetap.”
Dalam hal eksekusi melalui fiat eksekusi, Ketuad@elilan Negeri
memperhatikan beberapa hal yang harus dijadikakaat:*?
a. Bahwa pemberian eksekusi bukan merupakan pemeniksaading
dan karenanya Ketua Pengadilan Negeri tidak bennakakukan

pemeriksaan ulang terhadap putusan arbitrase;

“2bid, him. 32.
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b. Pemberian eksekusi bukan merupakan fungsi pengawasai
pengadilan; dan
c. Kewenangan penelitian eksekusi hanya bersifat fordem tidak

meneliti materi putusan arbitrase.

2.2 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA
Perbankan merupakan salah satu lembaga yang miepelianan sangat

penting bagi pembangunan nasional. Maka diperlyatisipasi dan kontribusi

semua elemen masyarakat untuk menggali berbagangiotyang ada di

masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekomdslam upaya

merealisasikan tujuan perekonomian nasional daratdbprperan aktif dalam
persaingan global yang sehat. Salah satu bentugp&an potensi dan wujud
kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasionatsebut adalah
pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Is{apariah) dengan
mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukasional. Prinsip Syariah
berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaat&eseimbangan, dan
keuniversalan(rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam
pengaturan perbankan yang didasarkan pada PringgiaB yang disebut

Perbankan Syariali.

Adapun prinsip-prinsip dalam bisnis Ekonomi Syariaftara lain **

a. Pelarangan ribgpfohibition of ribg),

b. Pencegahagharar dalam perjanjianavoidance of gharar or ambiguitas
in contractual agreements

c. Pelarangan usaha untung-untungan g@ubling (application of al bay,
trade and commergge

d. Pelarangan perdagangan komoditas terlarar@h{bition from conducting

business involving prohibited commodijies

3 penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2&0@rtg Perbankan Syariah,
Alinea ke-2 (dua).
“4 Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indondsidembang ,Tahun 2009.
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Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lenab&guangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasand&lu lintas pembayaran
serta peredaran yang yang pengoperasiannya disasudengan prinsip-prinsip
syariat Islant.’

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank nisladalah Bank
Syariah. Secara akademik, istilah Islam dengan i@yamemang mempunyai
pengertian yang berbeda, namun secara teknis petujebutan Bank Islam dan
Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jaerbeda dari
hukum nasional yaitu perdamaiasulh/islal), arbitrase tahkim), dan pengadilan
kekuasaan kehakimablgyat Al-Qadlg.

a. Perdamaiansilh/islah
Secara bahasaulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut
istilah sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk rakhigi
perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yangebgketa secara
damai?®
Sulh juga mempunyai bentuk lain yai#l Islah yang memiliki arti
memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengiatekerusakan.
Islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secasgmal maupun
sosial. Penekanan Islah ini lebih terfokus padauhghn antara sesama
umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban aeiih SWT*’
Islah secara harafiah berarti memutus pertengkaran eeselisihan.
Dalam pengertian syariah, Islah berarti suatu jeked (perjanjian) untuk
mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara duagoyang berlawanaff.
Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebeja diantara
mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian ipalagepakat untuk
saling melepaskan semua atau sebagian dari tung@tanhal ini

4 Warkum Sumitro,Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga iTeéBlak
Muamalat Indonesia dan Takaful di Indonesidakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), him.
5.

4 AW Munawir, Kamus Al Munawir (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawir,
1984), him. 843.

4" M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballedfsir Tematik Al Qur'an V(Medan :
Pustaka Bangsa, 2008), him. 147-148.

“8 Sayyid SabigFikih Sunnah(Bandung : Al Ma’arif, 1996), him. 189.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



24

dimaksudkan agar persengketaan di antara merekhak(piyang

bersengketa) dapat berakhir. Perdamaian dalamakydslam sangat
dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diaap&a pihak yg
bersengketa maka akan terhindarlah kehancuramrsitahi diantara para
pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para jgidpdt diakhiri.

Pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariaim Islisebut
Mushalih, objek yang diperselisihkan disebMushalih ‘anhy dan
perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihalatieq pihak lain untuk
mengakhiri pertengkaran dinamakdashalih ‘alaihi *°

Perjanjian perdamaiarsiln) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua
belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalaktek di beberapa
negara Islam, terutama dalam hal perbankan syadiabbut dengan
tafawuddantaufiq (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir i
biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaamaamigern bank,
khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan péahefin
Dasar hukum, ketentuan perdamaian yaitu :

(1) Al Quran dalam surat Q.S Al-Hujarat (49) ayat 9ngaartinya :
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersak@daeaa itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertagqvkaphada
Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

(2) Hadis Umar r.a pernah mengungkapkan :

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, kgpenautusan
perkara melalui pengadilan akan mengembangkan g&den di
antara mereka (pihak yang bersengkef&).”

(3) jma, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyeaesai
pertikaian di antara para pihak yang bersengkédh tisyariatkan
dalam ajaran Islar?®

49 Wirdyaningsihet. al., Op. Cit, him. 230.

%0 Asyur Abdul Jawad Abdul Hamidin Nidham Lil Bunuk al Islami{Cairo, Mesir : Al
Ma’had al Alamy lil Fikr al Islamy, 1996), him. 230

L Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Rigdublonesia.

2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubigikum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), him. 27.

%3 Wirdyaningsihet. al., Op. Cit, him. 231.
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Adapun sengketa yang dapat didamaikan ialah seagkeing
berbentuk harta yang dapat dinilai dan sengketay yaenyangkut hak
manusia yang boleh diganti.

b. Arbitrase

Dalam Islam, arbitrase dikenal dengan istil&Tahkim yang,
merupakan bagian dati-Qodla (peradilan)* Tahkimsendiri berasal dari
kata hakkama Secara umumtahkim memiliki pengertian yang sama
dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaknggegkatan seseorang
atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang h&fseltau lebih, guna
menyelesaikan perselisihan mereka secara damaing organg
menyelesaikan disebut dengdakam

Jalan damai adalah cara yang paling utama untukyetesaikan
sengketa, namun apabila jalan damai telah ditengarhtidak berhasil
untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-mgsimgk masih tetap
pada pendiriannya maka mereka bisa meminta pihakgakeuntuk
menyelesaikan sengketa diantara mereka (hakam).

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam kdilangan
mazhab Hanabilah berpendapat bahabkim berlaku dalam masalah
harta bendagisas hudud nikah, li'an baik yang menyangkut hak Allah
dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan olem Ilhmad al
Qadhi Abu Yalla (salah seorang mazhab ini) bahtahkim dapat
dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikiédm , gazdaf dangisas
Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanaflyatpendapat bahwa
tahkimitu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam lgdarduddan
gisas sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarlkaand bidang
muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islankalangan mazhab
Malikiyah mengatakan bahwtahkim dibenarkan dalam syari’at Islam
hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidedndrkan dalam bidang

hudud gisasdanli’an, karena masalah ini merupakan urusan Peratfilan.

** Said Agil Husen Munawarrbitrase Islam Di Indonesja(Jakarta : Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muam&iad4), him. 47.

%5 Wahbah Az ZuhailiAl Figih al Islam wa AdillatuhpuJuz IV, (Damaskus, Syria : Dar
El Fikr, 2005), him. 752.
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Menurut ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Atbanifah, Ibnu
Hambal dan Imam Malik keputusan hakam itu langsoneggikat tanpa
lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah piSakangkan pengikut
Syafii berpendapat bahwa keputusan hakam samaéhaegygan fatwa
yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasangpepsan dari kedua
belah pihak yang bersengkéfa.

Pelaksanaan putusan hakam adalah suka sama saka dn& orang
yang bersengketa. Hakam tidak mempunyai kekuatarg yaemaksa
masing-masing pihak yang ternyata dikemudian hatakt bersedia
melaksanakan keputusan itu. Bilamana salah satakpildak bersedia
menepati putusan hakim itu, maka untuk eksekustligarahkan kepada
Pengadilan Negeri untuk membantu pelaksanaan puiiusa

Hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan i&lama putusan
itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dippé&da badan arbitrase
yang memutuskannya.

Dasar hukum arbitrase adalah Al-Quran, Hadis daad]

c. Peradilan Al Qadhg

Al Qadha secara harafiah berarti memutuskan atau menetapkan
Menurut fikih berarti menetapkan hukum syara’ padatu peristiwa atau
sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikdapun
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalahnyedesaikan
perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengaalamal ahwal asy
syakhsiyal{masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukuna kg
dan masalafinayat (yakin hal-hal yang menyangkut pidaria).

Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkata pengadilan
semacam ini dikenal dengaadhi (hakim). Kekuasaagadhitidak dapat
dibatasi persetujuan pihak yang bertikai dan kegartudarigadhi ini
mengikat kedua belah pihak.

*% Wirdyaningsihget. al., Op. Cit, him. 233.

*" Ibid, him. 234.

% |mam Al Mawardi,Al Ahkam al Sulthaniyyat(Beirut, Libanon : Darr al Fikr, 1960),
him. 244,

%9 Wirdyaningsihet. al.,Loc. Cit.
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Dasar hukum Al Qadha:
(1) Al Quran dalam Q.S An-Nissa (4) ayat 35 yang aginy
“Jika kamu mengkhawatirkan percekcokan antara kegha
(suami-isteri), maka angkatlah seorang Hakam ddudgtga suami
dan seorang Hakam dari keluarga isteri”.
(2) Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al Mufrad atau Badan An-
Nasa’l dari Syaraih bin Hani dari ayahnya, yangyiai:
“Ada rombongan yang datang kepada Rasul SAW daratanya
ada yang bergelar Abu Al-Hakam, lalu Rasul mengatak
kepadanya : Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakim kigmada-
Nya-lah Al-Hukum, kenapa engkau bergelar Abu Al-bi@iR
Jawabnya : Sesungguhnya kaumku, apabila terjadzlipéan
diantara mereka selalu mendatangi aku, maka tetégikdukum
diantara mereka m maka kelompok yang bertikai dapaterima
_ke_‘eutusan hukum itu, lalu Rasul berkata : Alangkagusnya hal
Pada I<;]<'I;1.sarnya kegiatan usaha Bank Konvensionaledeerliengan
kegiatan usaha Bank Syariah dimana perbedaan terskipat terlihat dari
prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam melakkegiatan usaha perbankan.
Adapun perbedaan kegiatan usaha Bank Konvensicgrajath Bank Syariah,
antara lain °

a. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha dingidaerbankan
menganut prinsip bagi hasil, sedangkan Bank Konwaat menganut
prinsip bunga uang.

b. Prinsip perjanjian yang dianut oleh Bank Syariahlad prinsip jual beli,
sedangkan Bank Konvensional menganut prinsip pimggminjam.

c. Bentuk hubungan Bank Syariah dengan nasabah mempakbungan
kemitraan, sedangkan Bank Konvensional berbentusumgan debitur
dengan kreditur.

d. Dalam prakteknya Bank Syariah hanya investasi ydmadpl saja,
sedangkan Bank Konvensional melakukan apa sajak(timbrtentangan
dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan pengadadangan) dalam

kegiatan usahanya.

% |Lukman Denda Wijayd,ima Tahun Penyehatan Perbankan Nasipf@bgor : Ghalia
Indonesia, 2004), him. 200.
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e. Pada Bank Syariah dilarargharar dan masyir, sedangkan pada Bank
Konvensional terkadangpeculatif forex dealing

f. Bank Syariah menciptakan keserasian terhadap phaek,psedangkan
Bank Konvensional berkontribusi dalam kesenjangahktos riil dan
moneter.

g. Bank Syariah tidak selalu memberikan dana tapindatentuk sesuatu
yang dibutuhkan, sedangkan Bank Konvensional mekdrerpeluang
untuk penyalahgunaan dana pinjaman.

h. Bank Syariah melakukan kegiatannya dengan prinsggi bhasil,
sedangkan Bank Konvensional rentan terhadagative spread
Keberadaan Bank Syariah hanya menjadi salah safarbdari program

pengembangan Bank Konvensional, karena pengembaRgehankan Syariah
sendiri pada awalnya ditujukan dalam rangka pemamyelayanan bagi segmen
masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jadsamean karena sistem
Perbankan Konvensional dipandang tidak sesuai dempgasip syariah yang
diyakini.

Pengembangan Perbankan Syariah juga dimaksudkagaeberbankan
alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggultertentu. Unsur moralitas
menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan usghaKontrak pembiayaan
yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorergptanya pola hubungan
kemitraan fnutual investor relationsh)p memperhatikan prinsip kehati-hatian
dan berupaya memperkecil resiko kegagalan u¥aha.

Selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan]u pg@rga
memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penygesmannya hal ini untuk
mengantisipasi munculnya berbagai macam permasatiiam operasionalnya.

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sebagai etangkrdata, dalam
hal ini termasuk sengketa Perbankan Syariah, ddigatesaikan melalui cara
musyawarah. Namun, apabila cara musyawarh tiddkab#gr maka penyelesaian
dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni persabn secara litigasi di

Pengadilan Agama, damonlitigasi (di luar Pengadilan Agama). Pilihan

®1 Rachmat Syafe’l, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekagansyariah”, http://www.pikiran-
rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm, diundulygah3 Maret 2011, pukul 10.00 WIB.
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penyelesaian sengket@nlitigasi dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa.

Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukam dekuasaan
kehakiman yang dilembagakan secara konstitusioaagj fazim disebut badan
yudikatif. Dengan demikian yang berwenang memariksn mengadili sengketa
hanya badan peradilan yang berwenang di bawah &aknakehakiman yang
berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentanguasaan
Kehakiman, dengan tegas memperingatkan bahwa yamgebang dan berfungsi
melaksanakan peradilan hanya badan-badan peraditendibentuk berdasarkan
undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan kariek memenuhi syarat formal
danofficial dan bertentangan dengan prinsigler the authority of lat?

Pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa, gamih, dan
memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dedgigh bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untolemeriksa dan
mengadilinysf®

Dalam bidang hukum acara perdata peradilan sygagiama Islam),
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilakum yang hidup dan
rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat$§*

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang nesayiehn
perselisihan jika terjadi sengketa perbankan sgasabelum lahirnya Undang-
undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syasaempat menjadi
perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadineawan Pengadilan Umum
atau Pengadilan Agama karena memang belum ada gHutd@iang yang secara
tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masamgari landasan hukum
yang tepat.

Peradilan umum berwenang menyelesaikan sengkebmrgean syariah
berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun&ftdng Perubahan Atas
Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilarurtjmmenyebutkan

%2 Wirdyaningsihet. al., Op. Cit.him. 235.

% Indonesia,Undang-undang Kekuasaan Kehakimasndang-undang No. 48 Tahun
2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasahy#x (1).

® Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syariah(Jakarta : IKAHI-MA-RI, 2008), him. 37.
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bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mksmememutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatingkat pertama. Sejak
lahirnya perbankan syariah (kelahiran Bank Mualamadbnesia tahun 1991),
peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyk&sasengketa
perbankan syaria?, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketant@ra
syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Aghardasarkan Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ataangndndang No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanadadn kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islamng®anai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 mat89 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahaam@etndang-undang No.
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undangONitahun 2009.

Amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989 membeweavenang
kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yanglaesabhagaimana diatur
dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Hasryagas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaragkiirpertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan,
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan ber#asanukum Islam,
c. Wakaf dan shadagah.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebuta makng
lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama dipgriBardasarkan Pasal 49
huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Peradiggama bertugas dan
berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikakarze ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dalam bideogomi syari’ah yang
meliputi:

a. Bank syari'ah,

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah,
c. Asuransi syari'ah,
d

. Reasuransi syari’ah,

% Hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 2 T&l986 Tentang Peradilan Umum
yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.8riraoo4.
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e. Reksa dana syari’ah,

—h

Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka mgate syari'ah,

Sekuritas syari’ah,

- @

Pembiayaan syari'ah,

Pegadaian syari'ah,
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan
k. Bisnis syari'aH®

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaifasal 49
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang isi dan paaalitpak diubah dalam
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 adalah meliputemeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antarageséang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibalakaf, zakat, infak, sedekah,
dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nbah@8n 2006
terkandung ketentuan mengenai asas Personalitaslakan, maka seluruh
nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiaya@ahan/atau bank-bank
konvensional yang membuka sektor usaha syariah detkgan sendirinya terikat
dengan ketentuan Ekonomi Syariah, baik dalam patelen akadnya maupun
dalam hal penyelesaian perselisihanffya.

Adapun sengketa di bidang Ekonomi Syariah yang asrkewenangan
Pengadilan Agama adalaff:

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembag@argan dan
lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesamizalga keuangan dan
lembaga pembiayaan syariah;
c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara oranggoy@ang beragama
Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan afertggas bahwa

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkasigeprinsip syariah.

% Suhartono, “Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dal&istem Hukum Nasional”,
www.badilag.net, diunduh tanggal 1 Desember 200Ru15.00 WIB.

7 Ahmad Mujahidin,Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariamdiinesia
(Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), him. 19.

% Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum dalam Pralkénomi Syariah” Diklat
Calon Hakim Angkatan-Banten, 2007, him. 8.
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Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikatad, Pasal 49
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahes&tdang-undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga mengattarig kompetensi absolut
(kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karéma pihak-pihak yang
melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari&lor(@mi syariah) tidak dapat
melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilgang lain. Sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang NiahBn 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989nigreradilan Agama
Alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihafius

Sehingga, dalam draft-draft perjanjian yang dibuwdéh beberapa
perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pgraan murabahah akad
mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkauoisil
Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri ap&@aittan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas) tidak dapat menyelesaikanke¢@agmaka mengacu pada
Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 Tahun 200@GrtgnPerubahan Atas
Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilaitmmagalenia ke-2, klausul
tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agdatam menyelesaikan
sengketa tersebut.

Terkait dengan sengketa ekonomi syariah, terdap@tud) asas untuk
menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agam#ty gpabila suatu perkara
menyangkut status hukum seorang muslim, dan asesoriRaditas Keislaman,
yakni suatu sengketa yang timbul dari suatu pednfpéristiva hukum yang
dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Isl&m.

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam penyelessgagketa
perbankan syariah melalui Pengadilan Agama, afdara

a. Proses yang cukup panjang dan lama, sehingga melkambbiaya yang
lebih besar;
b. Kurang efesien, karena pelaku bisnis cenderung hiempenyelesaian

sengketa yang efektif dan relatif lebih cepat;

% bid, him. 9.
O A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Aganféogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 6.
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c. Kurangnya menangani kasus terkait sengketa ekosgariah, sehingga
seringkali dianggap tidak dipercaya untuk menyékasa sengketa
ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 Undang-undang &8Nd.adun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undan§Wdahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,artakbuka kemungkinan para
pihak menyelesaikan dengan menggunakan lembagm geagadilan, seperti
arbitrase atau Alternatif Penyelesaian SengKeta.

Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syaseftuk Alternatif
Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan denganeiaaga berikut :

a. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif @lesgian sengketa
yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau bedapgendalalui prosedur
yang disepakati para pihak. Ketentuan mengenai asedii Indonesia
diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tgnfsibitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi juga diatur lebih lanjut dalam PeraturanhkEmah Agung
No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pelagad?asal 2 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 mentarosedur
Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa semua eperdata yang
diagjukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untigbih dahulu
diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuanatoedHal ini berarti
bahwa setiap perkara perdata yang terjadi akarp tetalalui proses
mediasi terlebih dahulu walaupun para pihak yangsdmgketa telah
memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan, sa&ank Indonesia
telah menyediakan aturan mengenai penyelesaianke@ngnelalui
mediasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam ParatBank Indonesia
(PBI) No. 8/5/PBI1/2006 yang mulai berlaku pada tpaddlL Juni 2006, dan
telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indong§i&l) No.
10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, yang marian bahwa

" Wirdyaningsihet. al., Loc. Cit.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



34

setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang itelfgadjan nasabah
melalui lembaga mediasi perbankan yang sampairsaatasih dilakukan
oleh Bank Indonesia, dalam hal ini termasuk banlariaip yang
merupakan bagian dari perbankan turut menundukan tdrhadap
ketentuan tersebut.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Insian@”Bl) yang
mengatur bahwa mediasi tersebut sebagai salahpsidian penyelesaian
sengketa perbankan adalah agar pilar arsitektbapkan Indonesia dapat
ditegakan. Pilar tersebut adalah struktur perbankamg sehat, sistem
regulasi yang efektif, sistesupervisor independertan efektif, industri
perbankan yang kuat, infrastruktur yang memadan @arlindungan
nasabah yang kuat.

Perlindungan nasabah merupakan hal yang pentirgn&aoerkaitan
dengan pembentukan sebuah sistem perbankan yargmndan akhirnya
menciptakan sistem perbankan yang efesien dan guag menciptakan
stabilitas sistem keuangan yang mendorong pertuartbuakonomi
nasional. Perbankan dan nasabah harus memilikingamuyang setara.
Hal ini sejalan dengan Prinsip Syariah yaitu dalamenyelesaikan
sengketa dianjurkan dengan jalan perdamaian.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesil) (Ro.
8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, Mediasi laadaproses
penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediatorkumémbantu para
pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaadarm dbentuk
kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupurulsgdermasalahan
yang disengketakan.

Berdasarkan peraturan inilah mediasi menjadi salatu alternatif
penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari amysengertian
mediasi menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) yatah diuraikan

diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagéieti

2 Felix Oentoeng Soebagio, “Mediasi Sebagai AltéfnRenyelesaian Sengketa di
Bidang Perbankan'Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan &ahk Indonesia dan
Pembentukan Lembaga Independen Mediasi PerbaMa@gyakarta, 21 Maret 2007, him. 1.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



35

(1) Seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunya
kewenangan) untuk mengutus sengketa para pihalgaetena
halnya seorang hakim atau arbiter.

(2) Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu
memfalisitasi peihak-pihak yang bersengketa untulpatl
mencapai suatu keadaan agar tercapainya kesepakatagenai
hal-hal yang disengketakan.

(3) Tidak ada suatu sengketa yang dapat diselesaikatummediasi,
kecuali hal tersebut disepakati/disetujui bersateh pihak-pihak
yang bersengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa perbankan melalui asedialam
penyelenggaraannya perlu dibentuk lembaga mediasrbapkan
independen. Saat ini fungsi mediasi perbankan shla#kan oleh Bank
Indonesia.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Banknésia ini
dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank unenguiji
kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketaa guencapai
kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun kaputissi Bank
Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbaykary dilaksanakan
oleh Bank Indonesia hanya terbatas pada penyedtimapat, membantu
nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok perrhasalgang
menjadi sengketa, penyediaan narasumber, dan maymkan tercapainya
kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabbarda

Bank Indonesia menetapkan beberapa persyaratan ajpang
penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaidi@t@apkan pada
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006taleg mediasi
perbankan, sebagai berikut :

(1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumerdpleung yang

memadai;

(2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nas&bphda
Bank;
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(3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam prosas l@lum
pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pemaditlau belum
terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaediasi
lainnya;

(4) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keparnjata

(5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dafmdiasi
perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesiay da

(6) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebiheén{ puluh)
hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesammy&uan yang
disampaikan Bank kepada Nasababh.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatdandaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrAdtd Penyelesaian
Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undan@®Ndahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Setagldisebutkan bahwa
Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih olelna pgihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sendkrtentu;
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapatj yaengikat
mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hkimbdimbul
sengketa. Kewenangan arbitrase menyelesaikan penbayariah dapat
didasarkan atas kesepakatan ketika membuat penarfiactum de
compromittendo)atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompydi
Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihantexse dibandingkan
proses litigasl?

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) mé&ampdembaga
arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketeagmiteak-pihak yang
melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jglengadilan untuk
mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musydwatidak

menghasilkan mufakat.

him. 20.

3 Ngatino,Arbitrase (Jakarta : STIH IBLAM, 1999), him. 21.
" M. Yahya HarahapAlternatif Penyelesaian Sengkefdakarta : Sinar Grafika, 1994),
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Hal ini ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Badknasia (PBI) No.
7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan PergralDana Bagi
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasankasipPSyariah,
yang menyebutkan bahwa :

(1) Dalam hal satu pihak tidak memenuhi kewajiban saipaana

diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perdedis di antara
Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakoiaalui
musyawarah,

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksudgyadg1)
tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian laehjbt dapat
dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengkatau badan
arbitrase.

Yang menjadi titik penentu lembaga arbitrase maaagyberwenang
menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariabhadarujuk kepada
klausula perjanjian yang disebutkan dalam perikasatara Nasabah
dengan Bank Syariah.

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyaroasifat final
dan mengikat (binding). Untuk melakukan eksekuas ggutusan tersebut,
penetapan eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalakak bakal
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Leabai didirikan
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indongsika MUI) No.
Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bavilkamalat
Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangangketa antara
Nasabah dengan Bank Syariah tersébut.

Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usah&aByaiUS) lahir
sehingga Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMdlilijbah menjadi
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), @dra tersebut
berdasarkan atas keputusan rapat Dewan Pimpinarelisaylama
Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XI11/2003, tanggal 2&$&mber 2003.

5 “Mengurai Benang Kusut Badan  Arbitrase  Syariah  idlad”,

http://www.hukumonline.com, diunduh tanggal 1 Deben2010, pukul 17.00 WIB.
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Dari awal berdirinya hingga tahun 2003 baru duagketa perbankan
syariah yang berhasil dituntaskan Badan Arbitrag@ari8h Nasional
(Basyarnas), tiga sengketa lainnya sempat didaftartetapi akhirnya
tidak diproses lantaran kurang memenuhi persyard@adan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI) sejak tahun 1992 hingaiaun 2003 telah
menyelesaikan 12 sengketa perbankan syétisledangkan hingga tahun
2010, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyardas)Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI) telah menyelesaikan 1@ngketa
perbankan syariafi’

Penyelesaian perkara di Badan Arbitrase SyarialNals(Basyarnas)
membutuhkan biaya yang terbagi menjadi dua katedatapun biaya

tersebut adalah sebagai berik(ft :

Tuntutan kurang dari | Tuntutan lebih dari Rp
Rp. 1.000.000.000; 1.000.000.000; (satu
(satu milyar rupiah) milyar rupiah)
Penunjukan klausula] Rp. 20.000; (dua puluh Rp. 20.000; (dua puluh

arbitrase ribu rupiah) ribu rupiah)
Pendaftaran perkara Rp. 300_.000; (tiga ratusRp. 50_0.000; _(I|ma
ribu rupiah) ratus ribu rupiah)
Komisi untuk arbiter
. 2-6 persen 1 persen
(tiga orang)
Pemanggilan saksi 6 persen 1 persen

Saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) arbitrastitusional, yaitu :

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang di@din pada
tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Daljgmlunesia
(KADIN). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANRdalah
lembaga independen yang memberikan jasa beragamg yan
berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan benntkdbeain dari
penyelesaian sengketa di luar pengadifanAdapun tujuan

didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia KBA adalah

’® Ibid.

" Wawancara dengan lbu Ana (Basyarnas), di GedunglisldUlama Indonesia, JI.
Dempo No. 19, Jakarta Pusat, tanggal 6 April 2011.

8 “Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariahities”,
http://www.hukumonline.comQp. Cit.

" www.bani-arb.org, diunduh tanggal 13 April 201likpl 10.30 WIB.
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memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalangksta-
sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengeshagangan dan
keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yamgsifht
internasional. Di samping itu, keberadaan Badanitrase Nasional
Indonesia (BANI) di samping berfungsi menyelesailsamgketa, ia
juga dapat menerima permintaan yang diajukan oéel pihak dalam
suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendalegtal( opinior)
yang mengikat mengenai suatu persoalan;

b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ydittirikan pada
tanggal 9 Agustus 2002 atas prakarsa dan dukungdarBPengawas
Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta)(BED. Bursa
Efek Surabaya (BES), PT. Kliring Penjaminan Efetdnesia (KPEI),
dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEljas&i7 asosiasi di
lingkungan pasar modal Indonesia. Adapun perseagkeyang bisa
diselesaikan oleh Badan Arbitrase Pasar Modal lesien(BAPMI)
harus memenuhi syarat antara lain hanyalah perstasgk perdata
yang timbul di antara para pihak sehubungan derigapatan di
bidang pasar modal, terdapat kesepakatan di aptae pihak yang
bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaigkiuimBadan
Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), terdap&rnmohonan
tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepadalaB Arbitrase
Pasar Modal Indonesia (BAPMI), persengketaan tetseiukan
merupakan perkara pidana dan administrasi, separtipulasi pasar,
insider trading dan pembekuan/pencabutan izin usiha;

c. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didinkpada tanggal
21 Oktober 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indan@4Ul), yang
kemudian sejak tahun 2003 Badan Arbitrase Muambildonesia
(BAMUI) berubah nama menjadi Badan Arbitrase StariNasional
(Basyarnas).

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentamgdP&an Syariah,

memungkinkan penyelesaian sengketa yang timbul padsankan syariah dapat

8 www.bapmi.org, diunduh tanggal 13 April 2011, puk0.00 WIB.
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dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilsggama. Di samping itu,
dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa mataisyawarah, mediasi
perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui persgadii lingkungan Peradilan
Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh p#rakp Hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tah@8 26ntang Perbankan
Syariah®!

Secara materil substansial pasal 55 Undang-undan@N Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah telah memunculkan kenimatipetensi absolut
peradilan umum terhadap sengketa ekonomi syariaty ysebelumnya telah
dilimpahkan kepada peradilan agama. Penyelesaiagkst selain melalui
peradilan agama (mediasi, arbitrase dan peradilanm) sangat tergantung
terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dark ba@lakukan transaksi
perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankamvensional,
penanganannya sangat tergantung kepada kontraldjtuns®

23 BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAYS)

SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengkedatp di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dédngat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa. Syariah (syari’atjahdaorma hukum dasar yang
diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orangdsh baik berhubungan dengan
Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama madasi benda dalam
masyarakat® Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalaatu
lembaga arbitrase yang berprinsip syariah.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undda. 35
Tahun 1999, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004artgntkekuasaan

8 pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentaritaRkan Syariah :
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ddakuteh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama;
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan plsman sengketa selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketauété@ksesuai dengan isi Akad;
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudagatié?) tidak boleh bertentangan dengan
Prinsip Syariah.

82 www.badilag.net, diunduh tanggal 21 April 2011kpl08.00 WIB.

8  Muhammad Daud AliPendidikan Agama Islam, Cet, @akarta : Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 236.
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Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakintaksdnakan oleh badan
peradilan yang sudah ditentukan oleh undang-unddagiun demikian dalam
penjelasannya memperbolehkan adanya penyelesaiagkete dengan cara
arbitrase, adapun bunyi ketentuan tersebut ardara |

“Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping p&madNegara, tidak
diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan ydifgkukan oleh bukan

badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara diPlelagadilan atas dasar

perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetaprbiplehkan’>*

Dar‘]‘ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyel@saerkara dilakukan di

luar peradilan negara melalui perdamaian atauragait®

Setelah tanggal 29 Oktober 2009, dengan dikeluagkat/ndang-undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dgmlarbitrase semakin
diakui eksistensinya sebagai lembaga penyelesaiagksta di luar pengadilan.
Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentargidsaan Kehakiman
menyebutkan :

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakdkduar pengadilan

negara melalui arbitrase atau alternatif penyedessengketa”.
Sedangkan Pasal 59 Undang-undang No. 48 Tahun #0Q8ng Kekuasaan
Kehakiman menyatakan, bahwa :

“(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatgksta perdata di luar
pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitigeng dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempukgkuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putuaemitrase secara
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perketaia pengadilan negeri
atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Sebelum tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yangglipekan sebagai
daar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalal B&Sa- 651 Reglemen Acara

Perdata Reglement op de Rechtvordering, Staatshl®d7 : 52), Pasal 377

Reglemen Indonesia yang diperbahardet( Herziene Indonesisch Reglement,

8 Indonesia, Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaahakiman
Undang-undang No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 TahurO19LN No. 2951, Penjelasan Pasal 3
ayat (1).

% IndonesiaUndang-undang Kekuasaan Kehakimaimdang-undang No. 4 Tahun 2004,
LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Pasajat (1).
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Staatsbladl941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk DdarahJawa dan
Madura Rechtreglement Buitengewesten, Staatstl@gd7 : 227§° Kemudian
sejak tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipelgan adalah Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan rAdtd Penyelesaian
Sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sedeagan Pedoman
Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indon@didl) ialah lembaga hakam
yang bebas, otonom dan independen, tidak bolehmgice oleh kekuasaan dan
pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah NasiqBasyarnas) adalah
perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MWdgbagaimana Dewan
Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian, PengamvaDbat-obatan dan
Makanan (LP-POM), Yayasan Dana Dakwah PembanguzDPy.

Saat ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basygrieelum memiliki
ketentuan peraturan perundang-undangan yang khesket dengan tata cara
pelaksanaannya, sehingga dalam menyelesaikan sangksih berdasarkan pada
ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang NoT&@un 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) mkmkeunggulan-
keunggulan, diantarany&”:

a. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karengel@saiannya
secara terhormat dan bertanggung jawab

b. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pader aklarena ditangani
oleh orang-orang yang ahli dibidangngxgertise;

c. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tielakunprosedur yang
berbelit-belit serta dengan biaya yang murabh;

d. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaa®tgra sukarela
kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehipgga pihak juga

secara sukarela akan melaksanakan putusan arbibiaga konsekuensi

8 Suyud MargonoAlternative Dispute Resolution & Arbitrageroses Pelembagaan dan
Aspek Hukumnya) Cet.@Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), him. 20.

87 Warkum SumitroAsas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Te(BaiMUI,
Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesi@)akarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him.
167-168.
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atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, khedekat kesepakatan
itu mengandung janji dan setiap janji itu harusoti;

e. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkangendamaian dan
musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaiamupaken
keinginan nurani setiap orang;

f. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan trasisaielalui Bank
Muamalat Indonesia maupun Bank Perkreditan Rakgiml, Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) akan membpetuang bagi
berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelepaifara, karena di
dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakuarpgnyelesaian melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Disamping keunggulan-keunggulan di atas juga textdapeberapa
kelemahan, antara lain :

a. Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional @aag) yang belum
maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangabhdga keuangan
syariah di Indonesia dalam hal manajemen dan Sumbga Manusia
(SDM) yang ada. Apabila dibandingkan dengan Baddntrase Nasional
Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Moddbiresia (BAPMI)
yang relatif baru berdiri, maka Badan Arbitrase r&ya Nasional
(Basyarnas) masih harus berbenah diri. Untuk dapenjadi lembaga
yang dipercaya masyarakat, maka harus mempuymgdormanceyang
baik, mempunyai gedung yang representatif, admasstyang baik,
kesekretariatan yang selalu siap melayani parakpylaag bersengketa,
dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian mietan mereka
secara baik dan memuaskan.

b. Sosialisasi keberadaan Ilembaga yang masih terbataskait
penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahamangenai
arbitrase syariah.

c. Keterbatasan Jaringan kantor Badan Arbitrase Syaridasional
(Basyarnas) di daerah hal ini juga menjadi kelemakarena Badan,
pengembangan jaringan kantor Badan Arbitrase SyaiNasional
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(Basyarnas) diperlukan dalam rangka perluasan grak pelayanan

kepada masyarakat.

2.3.1 DASAR HUKUM BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAYS)
Menurut Al Quran Surat Annisa (4) ayat ¥9setiap muslim wajib
mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak AllaBhekdak Rosul dan
kehendak Ulil Amri yakni orang yang mempunyai kedagn atau “penguasa’.
Kehendak Allah berupa ketetapan ini tertulis daldhQuran, kehendak Rosul
berupa sunah yang terhimpun dakam kitab-kitab h&disendak “penguasa” kini
dimuat dalam peraturan perundang-undarfi§@umber hukum Islam adalah Al
Quran, as-Sunah (al-Hadits) serta akal pikirany(amanusia yang memenuhi
syarat untuk berijtihad’
Dalam Al Quran, dasar hukum Badan Arbitrase Syaridsional
(Basyarnas) ada pada surat Al Hujarat ayat'9 :
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudeaeena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqkepada Allah supaya
kamu mendapat rahmat.”

Dan Al Quran surat Annisa ayat 35 :
“Jika kamu mengkhawatirkan percekcokan antara keghugsuami-isteri),
maka angkatlah seorang Hakam dari keluarga suamselarang Hakam dari
keluarga isteri”.

Selain itu, Hadits riwayat An-Nasa'i menceritakaralog Rasulullah
dengan Abu Syureih . Rasulullah bertanya kepada $yawreih : “Kenapa kamu
dipanggil Abu al Hakam?”. Abu Syureih menjawab e$8ngguhnya kaumku
apabila bertengkar, mereka datang kepadaku merakuamenyelesaikannya.
Dan mereka rela dengan keputusanku itu.”. Mendejageaban Abu Syureih itu
Rasulullah berkata : “Alangkah baiknya perbuatamgyademikian itu!”.

8 "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah ¢@atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendégatng sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) ikanu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimian lebih baik akibatnya." (Q.S 4 : 59).

8 Muhammad Daud AliHukum Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukstam
di Indonesia, Ed. 6, Cet, {Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), him. 67.

% bid, him. 71.

°1 Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Riédubonesia.
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Demikianlah Rasulullah membenarkan bahkan memujpysgan Abu Syureih.
Sunnah yang demikian disebut Sunnah Tagqririyah.

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama daabsdhRasulullah
sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketeyath cara arbitrase.
Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab tiek membeli seekor kuda.
Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji daddd,kuda itu patah. Umar
hendak mengembalikan kuda itu kepada pemilik. Riekilda itu menolak. Umar
berkata : “Baiklah, tunjuklah seseorang yang kaencgyai untuk menjadi hakam
(arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu keea : “Aku rela Abu Syureih
untuk menjadi hakam”. Maka mereka menyerahkan pesg®n sengketa itu
kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipiu memutuskan bahwa
Umar harus mengambil dan membayar harga kuda ibw Byureih berkata
kepada Umar bin Khattab : “Ambillah apa yang kaneli (dan bayar harganya),
atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamhil seperti semula tanpa
cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

Pada riwayat lain Umar bin Khattab bersengketa dergdbay bin Ka'ab
tentang sebidang tanah dan bersepakat menunjukbfaifisabit sebagai hakam.
Thalhah pernah bersengketa dan menunjuk hakamrJubdéviuth’im.

Dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basy di Indonesia
yang berupa hukum positif, yaitu :

a. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Materi yang diatur dalamakpdindang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Persabmn Sengketa, dapat
dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bab yang didkgum dalam 82
(delapan puluh dua) pasal dan tujuh bagian, derggupan materi
sebagai berikut :

(1) Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5);

(2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);

(3) Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Hak IndRasal 7 sampai

dengan Pasal 26);
(4) Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrases@®&7 sampai
dengan Pasal 51);

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



46

(5) Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 sampgaétasal 58);

(6) Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 sampaad&asgal 72);

(7) Berakhirnya Tugas Arbiter (Pasal 73 sampai dengealF77);

(8) Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Psal 7

(9) Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasale8®R)

(10) Dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasaal Bemi
Pasal.

b. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasahakitean, Pasal
58 dan Pasal 59;

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indaang&SN-MUI)
Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07 dan 08. Semua FatwaabeSyariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihdubungan
muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan tkesten “Jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tBrjperselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannigkuian melalui

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai lonet@usyawarah”.

232 KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

(BASYARNAS)

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAM&kbagai
Lembaga Arbitrase Islam tidak bisa dilepaskan derm@ganya Bank Muamalat
Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat SyariBFPRS) dan Asuransi
Tafakul sebagai lembaga keuangan yang berdasarkamsipp syariah.
Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariahraseaaidis formal telah
mendapatkan legitimasi yang kuat. Setelah dibekak Undang-undang No.10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.unTd®92 tentang
Perbankan, Bank Konvensional di Indonesia diizinkatuk membukdslamic
Window untuk menawarkan di dalam usaha perbankannyaardpisg dengan
sistem konvensional, juga dibolehkan dengan sistgriah®?

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yamgnga bernama
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimaksanl sebagai upaya

%2 Sutan Remy SyahdenRerbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Ceft.(Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), bill.
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untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengkleiam bidang muamalat
di kalangan umat Islam yang diakibatkan oleh sem#lerkembangnya tingkat
kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu joganpunyai arti penting
bagi umat Islam karena berarti sekaligus sadahn teéaibadah kepada Allah SWT
dengan mengamalkan dan menegakkan hukum atau tsy&llah SWT
khususnya dalam bidang muamafat.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bas@rnsangat
diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan sajankadilatarbelakangi oleh
kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanafaratsislam, melainkan
juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan réjJatan dengan perkembangan
kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umaentaitu, tujuan didirikan
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sébbadan permanen dan
independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkieg@adinya sengketa
muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangduosin keuangan, jasa dan
lain-lain di kalangan umat Islarf.

Sebelum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentangtrdsb dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan yargundikan sebagai dasar
pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasalsédfpai dengan Pasal 651
Reglemen Acara PerdatRdglement op de Rechtvorderii@jaatsbladl847:52)
dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaftdetiHerziene Indonesisch
ReglementStaatsblad1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah
Luar Jawa dan Madur&échtsreglement Buitengewest8taatsbladl927:227).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahe®@® ltentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaalePasal 81 undang-undang
tersebut secara tegas mencabut ketiga macam katetdrsebut terhitung sejak
tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentyang berhubungan
dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asinguk pada ketentuan
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian
Sengketa, meskipun secaex spesialisketentuan yang berhubungan dengan
(pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalamabigrundang No. 5 Tahun
1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuanKatavensi tentang

% Achmad DjauhariQp. Cit.,him. 34.
 \www.mui.or.id, Ibid.
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Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan WarggarlleAsing mengenai
penanaman modalnternational Centre for the Settlement of Investhi2isputes
(ICSID) Conventiojy Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang
Pengesahahlew York Conventiod958 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 1996°

Pada dasarnya lembaga peradilan mempunyai kewandogapetentig
yang terdiri dari kewenangan mutlakbgolute competenjiedan kewenangan
relatif (relative competentje Kewenangan mutlak adalah menyangkut
pembagian kekuasaan antar badan-badan peradiléhat ddari macamnya
pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untulgadén (attributie van
rechtsmacht Kewenangan mutlak menjawab pertanyaan : badaadiben
“macam” apa yang berwenang untuk mengadili sengkei2®® Sedangkan
kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaaigad#nantara pengadilan
yang serupa distributie van rechtsmacht Kewenangan relatif ini berkaitan
dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangaatifr menjawab
pertanyaan : badan pengadilan yang dimana yangebarvg untuk mengadili
sengketa ini?’

Kewenangan absolut Pengadilan Agama telah dimumdd@asal 49
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilaram, adapun
pembatasan dari kewenangan Pengadilan Agama dndie&onomi syariah
adalah tidak menjangkau sengketa perjanjian yadglainnya terdapat klausul

arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasalyatl (1) Undang-undang No.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yartjukum Arbitrase (Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada, 2000), him. V-VI.

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawimndtikum Acara Perdata dalam
Teori da9n7 PraktekCet. VIII, (Bandung : Mandar Maju, 1997), him..11

Ibid.

% pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentaragiifen Agama :
Pengadilan agama bertugas dan berwenang mememiksautus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragdara b bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
C. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari‘ah.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



49

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif éBaian Sengketa yang
menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbieasdis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa &t@da pendapat yang termuat
dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Sebadikipadan-badan peradilan
negara pun tidak berwenang untuk mengadili perkar&ara yang timbul dari

suatu perjanjian yang didalamnya terdapat klausbltrase. Dalam Pasal 3
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang ArbitraseAdternatif Penyelesaian

Sengketa dinyatakan bahwa pengadilan negeri tieakdnang untuk mengadili

sengketa para pihak yang telah terikat dalam p@&jaarbitrase.

Dalam hal ini, dengan adanya klausul arbitrase eber's maka
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yamdputi dari perjanjian
tersebut menjadi jatuh ke dalam kewenangan abadiiitase. Sehingga kalaupun
para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengksibut ke lembaga peradilan
negara, pengadilan bersangkutan wajib menolaknymae menyatakan tidak
berwenang mengadilinya. Pasal 11 Ayat (2) UU NoTafAun 1999 menyatakan
bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidaknakat campur tangan di
dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan medahitrase, kecuali dalam hal-
hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang in

Kewenangan Badan Arbitrase diatur dalam Pasal @ahgdindang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Persabn Sengketd, dalam
pasal tersebut ditentukan mengenai sengketa yapgt dhiselesaikan melalui
arbitrase dan sengketa yang tidak dapat diselesailedalui arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrgsleni meliputi
sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak ry@mgirut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhalygibiak yang bersengketa.
Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikdalumearbitrase adalah
sengketa yang menurut peraturan perundang-undargga dapat di diadakan

perdamaian.

% pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentartjtrdse dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa :
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui ad@thanya sengketa di bidang perdagangan
dan mengenai hak yang menurut hukum dan peratuemingang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan mekmlbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakaamaian.
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Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selhagabaga Arbitrase
Islam, merupakan badan yang berada di bawah Majdisia Indonesia (MUI)
dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulangoriesia (MUI), yang
mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian etanflsnis para pihak
sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan ArbitraseaByasional (Basyarnas).

Dalam setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan i&lyaNasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kegiagkonomi syariah, maka
sebagian besar Fatwa tersebut mencantumkan keateptreyelesaian sengketa
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BasygtnaSecara prinsip,
dimasukkannya ketentuan Badan Arbitrase SyariahoNals(Basyarnas) dalam
Fatwa merupakan suatu pemikiran yang baik. Pelakahai Syariah akan
memperoleh perlindungan hukum dari para arbitergyaangat memahami
ekonomi Syariah. Dengan demikian kedudukan Bad#&itrase Syariah Nasional
(Basyarnas) semakin kuat dengan adanya anjuramdatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut

Dari segi tata hukum Indonesia, Badan Arbitrase ridlga Nasional
(Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase Islam meraplegudukan yang kuat
karena hukum positif yang berlaku saat ini yaitudaimg-undang No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesdsangketa, telah mengatur
kemungkinan suatu lembaga lain di luar lembaga diera umum dapat
menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrAdté Penyelesaian
Sengketa, yang menyatakan bahwa Para pihak dapgtem@ii suatu sengketa
yang terjadi atau yang akan terjadi antara merakakudiselesaikan melalui
arbitrase.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 30 Tahun 19%&ng@rbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatarpaeklausul arbitrase yang
tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang albpara pihak sebelum
timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarsgeteliri yang dibuat para
pihak setelah timbul sengketa.”

Pencantuman klausul arbitrase ini mempunyai artitipg berkaitan

dengan kewenangan pengadilan, sebab berdasarkah3Pdsdang-undang No.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



51

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif RégBsaian Sengketa disebutkan
bahwa Pengadilan Negeri, dalam hal ini termasukgaerPengadilan Agama,
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pyaalg telah terikat dalam
perjanjian arbitrase.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian askittinbul karena adanya
suatu klausul kesepakatan yang terdiri atas 2 (desaiuk, yakni *°°

a. Pactum de compromitendgaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihdkeiem timbul sengketa,
dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan erjgmpkok atau
sesudahnya. Ini berarti perjanjian perjanjian sab# tersebut menjadi satu
dengan perjanjian pokoknya atau dalam perjanjiasetaliri di luar
perjanjian pokok.

b. Acta compromitendoyaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat plafa
pihak setelah timbul sengketacfa compromitendekta kompromis),
sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dajjeantumkan dalam
perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalantu sparjanjian
tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikemyprahan penyelesaian
sengketa kepada lembaga arbitrase athiirase ad hoc
Terkait dengan sengketa Perbankan Syariah, Badaitrase Syariah

Nasional (Basyarnas) memiliki kedudukan yang semékiat dengan lahirnya
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankana8. Hal tersebut
terlihat dalam Pasal 55 Undang-undang No. 21 Ta&Q08 tentang Perbankan
Syariah menyatakan sebagai berikut :

“(1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan opefmgadilan dalam
lingkungan peradilan agama;

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan pkrsgan sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaigketa dilakukan sesuai
dengan isi akad;

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudayatdq?) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undadgng No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskamabgang dimaksud dengan
“penyelesaian sengketa dilakukan sesuai deng#kasi” adalah upaya melalui:

190 Ahmad MujahidinOp. Cit, him.142-143.
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a. Musyawarah,

b. Mediasi perbankan,

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) aaibaga arbitrase lain,
dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungamdiizn Umum.
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 22008 tentang

Perbankan Syariah, jika dipahami berdasarkan teokum perjanjian, maka
ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas &sdmebberkontrak’’ Islam
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk nk@aksuatu perikatan.
Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh gahak. Apabila telah disepakati
bentuk dan isinya, maka perikatan para pihak yaegyepakatinya dan harus
dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namuabkesian ini tidak absolut.
Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Istaaka perikatan tersebut
boleh dilaksanakatf?

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Rensteenyebutkan,
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagaelndang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Kata “semua” dipahami nmehgey asas kebebasan
berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebeb&epada para pihak
untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan pestsyamya, dan d.

menentukan bentuk perjanijian, yaitu secara teratéis lisart>>

Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyegpigka terjadi suatu
sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan ditegkungan peradilan umum
merupakan kebebasan para pihak dalam menentukawati perjanjian, yang
termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga datemyelesaikan sengketa.

Dengan adanya perjanjian atau klausul arbitraseiadyanenjadi dasar
hukum bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Baw&r sekaligus menjadi

191 pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukunddtar menyebutkan, “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagmiang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

192 Gemala DewiHukum Perikatan Islam di Indonesi@akarta: Kencana, 2005), him.
31.

193 3alim H.S,Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontrélakarta: Sinar
Grafika, 2004), him.9.
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kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, demutus sengketa yang
telah diserahkan kepadanya.

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basgardiatur dalam
Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syldaalonal (Basyarnas), yakni :

a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mahnjaérdata) yang
timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jedaa, lain lain yang
menurut hukum dan peraturan perundang-undangarashkisepenuhnya
oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak segakata tertulis untuk
meyerahkan penyelesaiannya kepada Badan ArbitrgggaB Nasional
(Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitgaeah Nasional
(Basyarnas).

b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaaa pihak tanpa
adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkederayan suatu
perjanjian.

Terkait dengan kompetensi absolut Badan Arbitragari&h Nasional
(Basyarnas) yang didasarkan pada perjanjian atuslél penyelesaian sengketa
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basygryaag telah disepakati oleh
para pihak, maka hal tersebut tidak menutup kemuaagkbagi pihak non muslim
atau lembaga keuangan non-syariah untuk dapat hesayjean sengketanya
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basy3grisatama hal tersebut telah
diperjanjikan oleh pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut terlihat pada perkara yang terjadiamalPutusan No.
06/Tahun 2000/BAMUI/Ka. Jak adalah antara PT. Aag@b pemohon dan PT. B
sebagai Termohon, yang kedua-duanya bukan dari aganBKeuangan Syariah.
Pemohon dan Termohon melakukan perjanjian pengamgkoada tanggal 30
Maret 1994, dimana Pemohon adalah pihak yang merbdrang dan Termohon
adalah pihak pengangkut. Dalam perjanjian pengaagkui, harga pembayaran
yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon swdlatasuk asuransi barang-
barangnya. Dalam pengangkutan tersebut, tanggal € AM94 Termohon
melakukan perjanjian dengan PT. C sebagai pemiéipak tongkang untuk
mengangkut barang-barang milik Pemohon. Untuk namgasikan barang-

barang Pemohon, Termohon melakukannya dengan Rifas D. Pada tanggal
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4 Mei 1994, telah terbit polis asuransi dan Ternmhelah melaksanakan
pembayaran asuransi kepada PT. Asuransi D dalamulbecek. Dalam
pembuktiannya, tercatat bahwa pada tanggal 9 Mé# ldana pada rekening
Termohon masih melebihi dana pembayaran premi. Auransi D baru
mencairkan cek pada tanggal 11 Mei 1994, namuihadtieh pihak bank dengan
alasan tidak ada dananya. Pada tanggal 9 Mei 20@dam perjalanan
pengangkutan barang tersebut, kapal tongkang tierdeh muatan barang-barang
angkutannya jatuh ke dalam laut, hal ini terjadikdbatkan oleh cuaca buruk
(force majeurg Untuk itulah Pemohon mengajukan gugatan untukiuntit
Termohon agar membayar kerugian yang dialaminysyasedengan perjanjian
yang telah disepakati.

Putusan arbiter adalah menghukum Termohon untukbagan ganti rugi
kepada Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon ber&agajukan klaim
kepada PT. Asuransi D atas kerugian barang-basrsglut sesuai dengan polis
asuransi yang telah terbit. Premi Termohon yaraktaiterima oleh PT. Asuransi
D merupakan kelalaian PT. Asuransi D untuk segeenaairkan cek dari
Termohon sebagai pembayaran premi tersebut.

Dalam menyelesaikan perkara ini, majelis arbitelaki menggunakan
dasar hukum Al-Quran, sunnah Rasul, ijtihad, maugtantuan yang berlaku di
Indonesia, seperti Burgerlijk Wetboek maupun Undandang No. 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian, termasuk pula tidaggueakan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN). Dasar hukum yang digunaktaeh majelis arbiter dalam
putusan ini adalah :

a. Perjanjian-perjanjian para pihak.

b. Polis perjanjian asuransi.

c. Dokumen-dokumen terkait dengan peristiwa perkara.
Pada tahun 2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) betemerbitkan fatwa-fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai asuransiayalPada tahun tersebut,
Dewan Syariah Nasional (DSN) baru menerbitkan fdataa yang terkait
dengan kegiatan perbankan syariah, yaitu Fatwa B&yariah Nasional (DSN)
No. 1 sampai dengan Fatwa Dewan Syariah NasionaNJjDNo. 23. Sehingga
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tidak ada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaagad dijadikan sumber
hukum untuk menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan perkara tersebut di atas, maka Badaitrase Syariah
Nasional (Basyarnas) memiliki kewenangan untuk relsaikan sengketa
perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lamyang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhalygibiak yang bersengketa,
serta para pihak yang bersengketa telah sepakatastrtulis untuk meyerahkan
penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariahohas(Basyarnas) sesuai
dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasiorasy@nas). Selain itu, hal
tersebut sesuai dengan salah satu asas pentingasebaa terkandung dalam
Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentaraglifar Agama, yakni asas
penundukkan diri terhadap hukum Islam. Asas iniasitkan pada penjelasan
undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa "¥emgksud dengan antara
orang-orang yang beragama Islam” adalah termasakgoatau badan hukum
yang dengan sendirinya menundukkan diri denganrslzkaepada hukum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilgama sesuai dengan
ketentuan pasal ini. Berdasarkan ketentuan terstpdt dipahami bahwa pihak-
pihak (erson/ badan hukum) yang dibenarkan berperkara di pelagadgama
tidak hanya terbatas pada mereka yang beraganma $sl@, melainkan juga yang
non Islam.

Dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama urekkara di luar
bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuanl Ra8aHIR atau Pasal 142
RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UWprdadang No. 7 Tahun 1989
juncto Undang-undang No. 3 Tahun 20éicto Undang-undang No. 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bdlwkam acara yang
berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukuoara perdata yang berlaku
di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketenteasal 118 ayat (1) HIR
juncto Pasal 142 (1) RBg yang menganut asatdr sequitur forum ré&j bahwa
yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tekgziaman tergugat, maka
bagi pengadilan agama terhadap perkara di luamgigeerkawinan, termasuk
dalam hal ini perkara dalam bidang ekonomi syarigang berwenang

mengadilinya adalah pengadilan agama di tempatakeh tergugat, kecuali
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dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayaaya) (3) dan ayat (4) pasal
tersebut. Adapun pengecualian yang disebutkan dalan(2), (3), dan (4) Pasal
118 HIR junctoPasal 142 RBg tersebut adalah sebagai befikut :
1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan uda) kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatakeah salah seorang
dari tergugat,
2) Apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka gugathajukan kepada
pengadilan di tempat tinggal penggugat,
3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, rgagatan diajukan
kepada pengadilan di wilayah hukum di mana bararsgbut terletak, dan
4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan swta, maka gugatan
dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggad y@ipilih dalam akta
tersebut.

Terkait dengan kompetensi relatif Badan Arbitrasgrah Nasional
(Basyarnas), guna mengakomaodir kebutuhan penyalesangketa saat ini Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) telah mé&mili7 cabang/perwakilan
yang terletak di ibukota provinsi di Indone&?a.Apabila terjadi sengketa di
daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan Baddntrase Syariah
Nasional (Basyarnas), berdasarkan ketentuan P@s@efturan Prosedur Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka pearsargnya lebih lanjut akan
diatur dengan keputusan Ketua Badan Arbitrase &8yadxiasional (Basyarnas).
Namun, biasanya para pihak berhak memilih untuk enkrkan dimana akan
diselesaikan sengketanya terseéBuapakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas) pusat atau cabang/perwakilan BadantrAsbi Syariah Nasional
(Basyarnas) terdekat dengan kedudukannya, halbtérséidasarkan kepada

kesepakatan para pihak yang bersengketa.

24  PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAYS)

194 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadigama &
Makhamah Syar’iyah(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 1$4.
195 wawancara dengan lbu Ana (Basyarnas), di Gedunglislallama Indonesia, JI.
Dempo ’If)(e) 19, Jakarta Pusat, tanggal 7 Juni 2011.
Ibid.
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Putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah piaag mengadakan
perjanjian apabila dilaksanakan sesuai undang-ungang berlaku. Pasal 631 Rv
meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase bardasarkan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yanqdisstakan®’

Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentarmtrése dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak berdwkk memohon pendapat
yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubuhg&om tertentu dari suatu
perjanjian. Oleh karena itu, lembaga arbitrase daperima permintaan yang
diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjianrdamberikan suatu pendapat
yang mengikat inding opinio) mengenai persoalan berkenaan dengan
perjanjian tersebut, misalnya penafsiran ketentyamg kurang jelas dan
penambahan atau perubahan pada ketentuan yang bbedgam dengan
munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase terssdngebabkan kedua
belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan saatu pihak bertentangan
dengan dengan pendapat tersebut, dianggap melapeganjian. Penetapan dan
putusan yang dihasilkan oleh Badan Arbitrase Skahiasional (Basyarnas)
bersifat final darbinding Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 &imgl
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danrAdtéd Penyelesaian
Sengketa, yang menyebutkan bahwa terhadap pengapatmengikat inding
opinion) tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upay&uhu apapun, baik
upaya hukum banding atau kasasi. Putusan arbiyi@sg tidak ditandatangani
oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit at@minggal tidak
mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hal ebagaimana diatur pada
Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 168farig Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam pengambilan keputusan Badan Arbitrase SyaMdsional
(Basyarnas), Putusan atau penetapan Arbiter Majéigsnbil berdasarkan
musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak paicanaka putusan/penetapan

diambil berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkaal P4 ayat (1) Peraturan

197 M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdasarta:
PT. Gramedia, 1989), him. 670.
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Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basgarmpaitusan arbitrase harus
memuat :

a. Kalimat Basmallah yang berbunyiBismillahirrahmannirrahimdi atas

kepala putusan.

b. Kepala putusan berbunyiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Nama lengkap dan alamat para pihak.
Uraian singkat sengketa.

Pendirian para pihak.

~ ® 2 o

Nama lengkap arbiter.
g. Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atabitér Majelis
mengenai keseluruhan sengketa.
h. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat pde pendapat dalam
majelis arbitrase.
I.  Amar putusan.
J. Tempat dan tanggal putusan, dan
k. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase
Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentarmtrdse dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur pelaaganputusan arbitrase
(eksekusi). Pelaksanaan putusan dilakukan dalamuwadling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditedap lembar asli atau salinan
otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftatdeh arbiter atau kuasanya
kepada Panitera Pengadilan Negeri dan oleh panid@ikan catatan yang
merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasaraji \winenyerahkan putusan
dan lembar asli, pengangkatan sebagai arbiter sdainan otentiknya kepada
Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan sydaa jika tidak terpenuhi,
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanaka
Ketentuan tersebut sebagaimana pula diatur dalasalP25 ayat (4)
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah NasiqBalsyarnas), yang
menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tigah) hari terhitung sejak
tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salotantik putusan arbitrase
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diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kugesakepada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri.

Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentarmtrdse dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakamvé Putusan arbitrase
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap thengikat para pihak.
Keputusan arbitrase bersifat final, artinya putupatusan arbitrase merupakan
keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukamding, kasasi, atau
peninjauan kembali. Kedua belah pihak yang bersaagterikat oleh putusan
tersebut dan karenanya harus melaksanakan sedaeelsu Apabila salah satu
pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian, makaggmBlan negeri tempat
mendeponir perkara berhak mengeksekusinya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perinlAkpanaan harus
perlu memeriksa terlebih dahulu apakah putusarrasei telah memenuhi kriteria
sebagai berikut*®®

a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antarakaetean diselesaikan
melalui arbitrase;

b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa meldlitrase dimuat dalam
suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;

c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrese/a sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak-hak menurutrhdian peraturan
perundang-undangan; dan

d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melaluirad@tadalah yang tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh Pengadiegeri untuk
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putasam gherkara perdata yang

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

198 guyud Margonp Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase, ReesPelembagaan
dan Aspek Hukum, Cetakan(dakarta : Ghalia Indonesia, 2000), him. 132.
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24.1 EKSEKUS PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Pendaftaran putusan Badan Arbitrase Syariah Ndsi@asyarnas) ke

Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama merupakeiu skeharusan dan

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setetanggal putusan dibacakan.

Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-ugdsn. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketawaah

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari téumg sejak tanggal putusan
diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putumditrase diserahkan dan
didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada étarftengadilan Negeri”.

Jika ketentuan ini tidak diikuti, maka berakibattysan arbitrase tidak dapat

dilaksanakan'®®

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahur® 168tang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket&atekewenangan penyelesaian
sengketa Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan @byafiengadilan Agama
tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial taghpdtusan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnds).Ketentuan ini berlaku pula bagi putusan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembagaiteabe lainnya, baik yang
kelembagaan maupun arbiter individual.

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah Nasi@Babkyarnas) tidak
dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pdrak bersengketa berhak
untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putessebut kepada Pengadilan
Negeri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8dabg-undang No. 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&angketa.

199 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaBengketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 59 ayat (4).
110 pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentarmtr#se dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa :
“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusantrase secara sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadégeri atas permohonan salah satu pihak
yang bersengketa.”
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Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakimEksekusi adalah
melaksanakan secara paksa putusan pengadilan deagaran kekuatan umum
guna menjalankan putusan pengadilan yang telah ereheh kekuatan hukum
tetap''? Pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi Keavajpihak yang
dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhit@gseyang tercantum di
dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusadah putusan hakim yang
sudah berkekuatan hukum tetap merupakan prosdchitedari proses perkara
perdata maupun pidana di pengadiiéhSedangkan menurut Yahya Harahap,
eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan péigadilan kepada pihak
yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturantata cara lanjutan dari
proses pemeriksaan perkara, eksekusi tiada lainpad tindakan yang
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukuna peadatd™* Jika bertitik
tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh bagian KelimR Hiau Titel Keempat R.Bg,
pengertian eksekusi sama dengan tindakan “mengtapkitusan” ten uitvoer
legging van vinnissgntiada lain daripada melaksanakan isi putusarmggdifan
yakni melaksanakan secara paksa putusan pengattitagan bantuan kekuatan
umum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakacara sukarela
(vrijwillig, voluntary).**®

Dari beberapa pengertian mengenai eksekusi di gada dasarnya
eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakag géakukan secara paksa
terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Sedangihak yang menang
dalam berperkara dapat memohon eksekusi terhadapsgou yang telah
berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalalaktidengan sukarela
melaksanakan amar putusan tersebut.

Terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 8! Tahun
2008 tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah, yaemuat ketentuan perihal
penyelesaian / tindak lanjut mengenai putusan Badhitrase Syariah Nasional

111 MB Ali dan T Deli, Kamus Bahasa IndonesiéBandung: Citra Umbara, 1997), him.
452,

12 wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadil@et. 1,
(Jakarta: Tatanusa, 2004), him. 60. Menunjuk (Yahy289).

113 |a;

Ibid.

14 M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdath
Kedua, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), HIm.

% bid, him. 6.
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(Basyarnas) dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Daleh putusan arbitrase
syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, mak#sgu tersebut dilaksanakan
berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yamgebang atas permohonan
salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh kasesaai dengan Pasal 49
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilaam@ag sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaegyatakan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk me@aememutus, dan
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariahkamidetua Pengadilan
Agama memiliki wewenang memerintahkan eksekusisautrbitrase Syariah.
Namun, dengan berlakunya Surat Edaran MahkamahAgBEEMA) No.

8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunyat &idaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008, menyatakainwa berdasarkan Pasal 59 ayat
(3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kelamaséehakimat®
ditentukan bahwalalam hal para pihak tidak melaksanakan putusaitrasé
(termasuk arbitrase syaf) secara sukarelamaka putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri aasghonan salah satu pihak
yang bersengketaddal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 Undauagng No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Ré&Baian Sengketmncto
Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Prosedur BAdaitrase Syariah Nasional
(Basyarnas), yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusaitrase secara sukarela,

putusan dilaksanakan berdasarkan perintah KetugaBean Negeri atas

permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersenpke

Terkait kewenangan dari Pengadilan Negeri atau &Blagn Agama yang

berhak untuk memberikan penetapan permohonan ekisatas putusan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara urhukum acara yang berlaku
dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilaamagsama dengan hukum

116 pasal 59Jndang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasahakimarn

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatukeengerdata di luar pengadilan yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibwaradertulis oleh para pihak yang bersengketa.
(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempurkgkiuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putuadritrase secara sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengauiigeri atas permohonan salah satu pihak yang
bersengketa.
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acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecualy yiatur oleh Undang-
undang No. 7 Tahun 198fincto Undang-undang No. 3 Tahun 20@éncto
Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradian@, Pasal 54 Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamyatekan bahwa :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalamgklingan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pasegadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah distecara khusus dalam
Undang-undang ini.”

Maka tahapan-tahapan (acara) yang merupakan k&danjari permohonan

pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Hukum acamd@Pehgadilan Umum.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kewenanand@engadilan
Agama berbeda dengan Pengadilan Umum. Terkait deniarangnya
kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan senggetankan syariah melalui
Pengadilan Agama, sering kali akhirnya sengketselert diselesaikan melalui
Pengadilan Umum yakni melalui Pengadilan Negerilabahal pengambilan
putusan pada Pengadilan Negeri terkait sengketzaplkean syariah, belum tentu
semua hakim Pengadilan Negeri memahami ketentwarabyyang menjadi dasar
dari kegiatan perbankan syarigf.

Sebelum pada tahapan eksekusi, agar putusan sebitagat dilaksanakan
maka arbiter atau kuasanya wajib melakukan landgagpkah sebagai berikut :

a. Arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftaeabar asli atau
salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitenagdlilan Negeri.
Penyerahan dan pendaftaran ini tidak boleh melemakiu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal putusan diucapk&mpabila melebihi waktu
30 (tiga puluh) hari, maka berakibat putusan aabér tidak dapat
dimohonkan pelaksanaan eksekdsi.

b. Penyerahan pendaftaran ini, dilakukan dengan patacat dan
penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggisan oleh Panitera

Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yangyenghkan, dan

117 Wwawancara dengan Bapak Aad Rusyad Nurdin, di GedDnFakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok, tanggal 17 April 2011

118 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaBengketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 59 ayat (1).

19 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesa&emgketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 199% No. 3872, Pasal 59 ayat (4).
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catatan tersebut merupakan akta pendaft&farBemua biaya yang
berhubungan dengan pembuatan akta pendaftararadikesib kepada para
pihak?*

c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan kambar asli
pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otemtik®pada Panitera
Pengadilan Neget??

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung kejanggal putusan
diucapkan, para pihak (pihak yang kalah) tidak kssdaakan putusan arbitrase
secara sukarela, maka pihak yang menang mengajo&anohonan eksekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukammeliputi tempat
diadakannya arbitrase.

Terhadap permohonan eksekusi tersebut, Ketua Péamademeriksa
apakah putusan arbitrase sudah memenuhi keterebagai berikut *#®

a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di @ntaereka akan
diselesaikan melalui arbitrase.

b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa meldlitrase dimuat dalam
suatu dokumen yang ditandatangani oelh para pteétkilis).

c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrese/a sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurktimhudan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhrgfa mhak yang
bersengketa.

d. Sengketa yang tidak diselesaikan melalui arbiteedsah sengketa yang
menurut peraturan perundang-undangan tidak dapdakian perdamaian.
Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuasehet di atas, maka

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekediadap Putusan Ketua

Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya mmupapun.

120 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaemgketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 59 ayat (2).

121 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaBengketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 59 ayat (5).

122 1ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesa®engketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 59 ayat (5).

123 IndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesa®engketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 19990 No. 3872, Pasal 62 ayat (Rincto
Pasal 4unctoPasal 5.
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Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sdtelpermohonan
eksekusi didaftarkan kepada Panitera PengadilaeriNégetua Pengadilan Negeri
memerintahkan kepada Panitera atau jurusita untekaksanakan eksekusi.
Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lendsi dan salinan otentik
putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan askityang telah dibubuhi perintah
Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai keienpelaksanaan putusan
dalam perkara perdata yang putusannya telah meraputgkuatan hukum
tetap®*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) UndatajprgriNo. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeles&angketa, dalam pelaksanaan
putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basygarikatua Pengadilan Negeri
tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari potasbitrase. Hal ini agar
putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiai, dian mengikat.

Lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang reaheikan eksekusi
hanya pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadiegeri dan Pengadilan
Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayatiRlplan Pasal 206 ayat (1)
R.Bg, sehingga untuk melaksanakan putusan dari @dembaga penyelesaian
sengketa yang ada harus melalui/oleh PengadilaerNatg@u Pengadilan Agama.
Demikian pula terhadap pelaksanaan putusan arbitragssional, perlu
pengukuhan dari pengadilan tingkat pertama. Petalesa putusan arbitrase
nasional, termasuk pelaksanaan putusan Badan #sbit'Syariah Nasional
(Basyarnas), diatur dalam Pasal 59 sampai dengsal B4 Undang-udanng No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif RéBaian Sengketa.

242 HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAYS)
Dalam pelaksanaan eksekusi arbitrase pada umunseyiag menemui
hambatan-hambatan. Hambatan tersebut berupa hamjpaidis maupun non-

yuridis. Beberapa hambatan eksekusi tersebut adalah

124 |ndonesiaUndang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesa&emgketaUndang-
undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999 No. 3872, Pasal 60.
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a. Hambatan yang bersifat yuridis, meliputf>
1) Perlawanan pihak ketiga;
2) Perlawanan pihak tereksekusi;
3) Permohonan peninjauan kembali (PK);
4) Amar putusan tidak jelas; dan
5) Objek eksekusi adalah barang miik negara.

Terkait perlawanan pihak ketiga, pada dasarnyakpkediga berhak
mengajukan perlawanan dengan alasan bahwa barang w&an
dieksekusi adalah miliknya. Pasal 195 ayat 6 HIRyabutkan :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang Igang

menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dipkdn serta

diadili seperti segala perselisihan tentang upayeks® yang
diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalamerata
hukumnyaterjadi perjalanan keputusan itu”.

Perlawanan hak tereksekusi, hal ini dimungkinkangde ketentuan
Pasal 207 ayat (1) HIR®® Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang
digjukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya untuknumda atau
membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putysag hendak
dieksekusi tidak mengikat, atau mengurangi nilanlah yang hendak
dieksekusi?’ Perlawanan pihak ketiga maupun perlawanan pihak
tereksekusi tidak menunda eksekusi kecuali Ketuagdtlan sudah
memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan ntenputusan
Pengadilan. (Pasal 207 ayat (3) HIR).

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum hi@sa, maka
pada dasarnya tidak menunda eksekusi sehinggdapatua Pengadilan
Negeri/Agama atau Mahkamah Agung bermaksud menakggu
eksekusi karena ada PK harus benar-benar mengtikah benar telah
memenuhi alasan-alasan luar biasa seperti diatamdRasal 67 dan 69

125 wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadil@et. 1,
(Jakarta: Tatanusa, 2004), him. 84-88.

126 perlawanan orang yang berhutang tentang menjalapk#usan, baik dalam hal
penyitaan barang-barang yang tidak bergerak mabptang-barang yang bergerak diberitahukan
oleh orang yang mengajukan perlawanan itu, dengaat satau lisan kepada pejabat yang
memerintahkan penyitaan itu. Dalam hal perlawartanmembuat atau menyuruh membuat
catatan tentang itu kepada Ketua Pengadilan Nggeg tersebut dalam ayat 6 Pasal 196 HIR.

127 M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdadtsi
Kedug Cetakan 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Higa4..
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Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamalmégincto
Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahas:m @hdang-
undang No. 14 Tahun 198&ncto Undang-undang No. 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang NaHi4hTL985.

Bila amar putusan tidak jelas, maka Ketua Pengadilegeri/Agama
meneliti pertimbangan hukum putusan atau menany&kaada Majelis
Hakim yang memutu¥?®

Objek eksekusi adalah barang milik negara. Eksekyang
menyangkut barang milik negara, maka harus memifta dari
Mahkamah Agung setelah mendengar pendapat JaksayAQu

b. Hambatan yang bersifat non-yuridis, diantarariyfa :

1) Pengerahan massa, yang bisa mengakibatkan eksekogdi gagal
atau tertunda. Dalam beberapa kasus, eksekusndertkarena pihak-
pihak yang bersengketa, terutama pihak yang katalekisekusi)
mengerahkan massa.

2) Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yéegperkara. Ini
bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupihak-pihak lainnya
yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaagkeks

Apabila mencermati setiap Fatwa yang dikeluarkah dbewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengepabduk dan kegiatan
yang tercakup dalam ekonomi Syariah, maka sebadimsar Fatwa
mencantumkan penyelesaian sengketa melalui Badaitradge Syariah Nasional
(Basyarnas).
Dalam istilahUshul Figih sebuah Fatwa dijadikan dasar hukum bagi umat

Islam dalam menentukan arah kebijakan pelaksanammaiah:** Apakah yang
diperbolehkan atau dilarang oleh Fatwa, akan mergadoman pelaku usaha
untuk melaksanakan kegiatan Ekonomi Syariah. Pedoteasebut menjadi

128\wildan SuyuthiOp. Cit, him. 87.

2%1bid, him. 88.

130 bid.

131 | ukita Tri Prakarsa, “Repotnya Bersengketa Dalaman$aksi Syariah Pilih Arbitrase
Atau Pengadilan”, http://www.republika.com, diuhdtanggal 1 Februari 2011, pukul 21.00
WIB.
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terlegitimasi dan berhak menyandang produk seswyairiéh ketika seluruh
pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dendgaa.Fa

Sedangkan apa yang dilarang oleh Fatwa maka mepgdangan atau
larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiataelet. Implikasinya ketika
suatu kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan Famaka kegiatan ekonomi
tersebut tidak lagi berhak menyandang Produk se&Symiah. Dikaitkan dengan
adanya ketentuan penyelesaian melalui Badan Askit@yariah dalam Fatwa,
maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usahasbékonomi Syariah untuk
menggunakan lembaga Arbitrase Syariah bagi temgaggbesaian sengketa dan
perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebegdbaga arbitrase
syariah terkait penerapan eksekusi putusannya mernggpada Undang-undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterra¢ihyelesaian Sengketa, tidak
mengatur secara khusus perihal lembaga arbitrasg lparhak menyelesaikan
sengketa Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, tuntisadaran dari para pihak
untuk secara sukarela menjalankan putusan Badaitras# Syariah Nasional
(Basyarnas) sangat berperan bagi keefektifan sgiutalsan arbitrase tersebut.

Pada dasarnya putusan Badan Arbitrase Syariah mNds{@asyarnas)
memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusahitr@se dapat dilakukan
secara langsung oleh para pihak setelah memilka&=an yang mengikat, karena
di dalam isi putusan tersebut terdapat irah-ir@Blerhi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esallengan syarat para pihak melaksanakan putusan
tersebut dengan sukarela. Apabila salah satu pilt#k menerima putusan
tersebut, maka eksekusi putusan tersebut melatibdga pengadilan. Hal ini
dikarenakan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bas) tidak memiliki dasar
hukum atau perangkat hukum untuk melakukan penetaa, pelaksanaan
lelang atau proses mengosongkan bangunan sengketa.
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BAB 3
PENUTUP

3.1KESIMPULAN

1. Kewenangan absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
didasarkan pada klausul dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para
pihak guna menyelesaikan secara adil dan cepat terkait sengketa muamalah
(perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain
lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara
tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa juncto Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas). Sedangkan mengenai kewenangan relatif Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas), dalam hal terjadi sengketa yang belum
memiliki cabang/perwakilan maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Prosedur
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), penanganannya lebih lanjut
akan diatur dengan keputusan Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas), namun biasanya para pihak yang bersengketa diberikan hak
untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas) sesua dengan kesepakatan bersama.

2. Daam ha putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak
dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak
mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.
8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008. Hal ini sgjalan dengan ketentuan Pasal 61
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Prosedur
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Terkait kewenangan dari
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Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berhak untuk memberikan
penetapan permohonan eksekus atas putusan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas). Secara umum, hukum acara yang berlaku dalam
eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sama dengan hukum
acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang diatur oleh Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juncto
Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3.2 SARAN

1. Seiring perkembangan Perbankan Syariah yang tidak terlepas dari segaa
kemungkinan terjadinya sengketa dalam kegiatannya, maka peranan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga penyelesaian
sengketa Perbankan Syariah di luar pengadilan akan semakin meningkat.
Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa
perbankan syariah maka perlu melakukan perubahan (revis) pada Pasa 30
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasiona (Basyarnas) terkait
kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam
menyel esaikan sengketa pada daerah yang belum memiliki cabang/perwakilan
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

2. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya harmonisas
ketentuan perundang-undangan secara vertikal, sebagai landasan bagi eksekusi
putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sehingga tercipta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedaras dan  saling
berkesinambungan terkait permohonan eksekus putusan Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas).

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



DAFTAR PUSTAKA
BUKU

Al Mawardi, Imam.Al Ahkam al SulthaniyyatBeirut, Libanon : Darr al Fikr.
1960.

Al Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama Ripimolonesia.

Ali, Muhammad DaudHukum Islam : Pengantar lIlmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, Ed. 6, Cet. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agariagyakarta:
Pustaka Pelajar. 2004.

Az Zuhaili, WahbahAl Figih al Islam wa AdillatuhpyJuz IV. Damaskus, Syria :
Dar El Fikr. 2005.

Azis, M. Amin. Mengembangkan Bank Islam di Indonedgangkit : Jakarta.
1990.

Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilgama &
Makhamah Syar’iyahJakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009.

BasyarnasProfil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasib(Basyarnas).
Jakarta : Basyarnas. 2006.

Dewi, GemalaHukum Perikatan Islam di Indonesidakarta: Kencana. 2005.

Djauhari, Achmad.Arbitrase Syariah dan Eksistensiny@etakan |. Jakarta :
Basyarnas. 2004.

Dworkin, RonaldLegal ResearciDaedalus Spring: 1973.

Gautama, SudargoAneka Hukum ArbitraséBandung : PT. Citra Aditya Bakti.
1996.

H. S, Salim.Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontra&karta:
Sinar Grafika. 2004.

Harahap, M. YahyaAlternatif Penyelesaian Sengket#akarta : Sinar Grafika.
1994.

--------------------------- . Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata
Jakarta : PT. Gramedia. 1989.

-------------------------- . Ruang Lingkup Permasdian Eksekusi Bidang Perdata
Ed. Kedua, Cet..4Jakarta : Sinar Grafika. 2004.

Penyelesaian sengketa...,Nfkkn Dyah Triana,FHUI,28Riversitas Indonesia



12

Ibrahim, Johny.Teori dan Metode Penelitian Hukum Normat@etakan Il
Malang : Bayumedia Publishing. 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen P da@oK. 1

Manudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukudakarta : Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005

Margono, Suyud. Alternative Dispute Resolution & ArbitrasgProses
Pelembagaan dan Aspek Hukumnya) CeB2gor : Ghalia Indonesia.
2004.

Mujahidin, Ahmad.Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syariahlakarta : IKAHI-MA-RI. 2008.

----------------------- . Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

Munawar, Said Agil HusenArbitrase Islam Di IndonesiaJakarta : Badan
Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengank Bduamalat.
1994.

Munawir, AW. Kamus Al MunawirYogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawir.
1984.

Ngatino.Arbitrase Jakarta : STIH IBLAM. 1999.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lublekum Perjanjian Dalam Islam
Jakarta : PT. Sinar Grafika. 1994.

Sabiq, SayyidFikih SunnahBandung : Al Ma’arif. 1996.

Soekanto, SoerjonoPenelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Press. 1990.

Soemartono, GatoArbitrase dan Mediasi di Indonesidakarta : PT. Gramedia.
2007.

Sumitro, Warkum.Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga iTerka
Bank Muamalat Indonesia dan Takaful di Indonesiakarta : PT. Raja
Grafindo Persada. 2002.

--------------------- . Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait

(BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indor@gsiJakarta: Raja
Grafindo Persada. 2004.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



73

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawi@mnaukum Acara Perdata
dalam Teori dan PraktelCet. VIII. Bandung : Mandar Maju. 1997.

Suyuthi, Wildan.Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadil@at. 1
Jakarta : Tatanusa. 2004.

Syahdeni, Sutan Remiperbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Cet.Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999.

Thaib, M. Hasballah dan Zamakhsyari Hasballaatsir Tematik Al Quran V
Medan : Pustaka Bangsa. 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yanteri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Wijaya, Lukman Dendalima Tahun Penyehatan Perbankan Nasiordgor :
Ghalia Indonesia. 2004.

Wirdyaningsih.et. al Bank dan Asuransi Islam di Indonesikakarta : Kencana.
2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

------------- . Undang-undang Tentang Peradilan AgardU No. 7 Tahun 1989,
LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

------------- . Undang-undang Tentang Perubahan Atasdang-undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998Jo. 182 Tahun
1998, TLN No. 3790.

------------- . Undang-undang Tentang Arbitrase d&itternatif Penyelesaian
Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahu@919LN No.
3872.

------------- . Undang-undang Tentang Perubahan Atasdang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 T&@06, LN No. 22
Tahun 2006, TLN No. 4611.

------------- . Undang-undang Tentang Perbankan @yaitJU No. 21 Tahun 2008,
LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

------------- . Undang-undang Tentang Kekuasaan ke&han. UU No. 48 Tahun
2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat EdarartangnEksekusi Putusan
Badan Arbitrase Syariah. SEMA No. 8 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,284niversitas Indonesia



74

------------------------------------------ . Surat HKEaran Tentang Penegasan Tidak
Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 TaP@®8 Tentang
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. SEMA8\ahun 2010.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Benmat Prosedur Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

ARTIKEL

Bank Indonesia. “Laporan Perekonomian Bank Ind@n&803". (Jakarta : Bank
Indonesia, 2004).

Kholid, Muhammad. “Penyelesaian Sengketa Perbankyariah”. Jurnal
Penegakan Hukum, Volume 5 No. 1, (Januari : 2008).

Kholis, Nur. “Penegakan Syariah Islam di Indone@rerspektif Ekonomi)”.
Jurnal Hukum Islam(Yogyakarta : 2006).

Manan, Abdul. “Beberapa Masalah Hukum dalam Pralg&knomi Syariah”.
Diklat Calon Hakim Angkatan-2. (Banten : 2007).

Soebagio, Felix Oentoeng. “Mediasi Sebagai Altefrizgényelesaian Sengketa di
Bidang Perbankan”. Diskusi Terbatas PelaksanaanagieBerbankan oleh
Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independesdia®
Perbankan. (Yogyakarta : 21 Maret 2007).

Sunandar, Heri. “Penyelesaian Sengketa Perdata|lWeBasyarnas (Badan
Arbitrase Syariah Nasional)”, Jurnal Hukum Islamglivme VIII No 6,
(Desember 2007).

INTERNET

Bank Indonesia. “Sekilas Perbankan Syariah di led@i, www.bi.go.id 1
Februari 2011.

Hukumonline. “Ada 11 Bidang Usaha Syariah Yang J&eéwenang Pengadilan
Agama”, www.hukumonline.conb September 2010.

Lukita Tri Prakarsa. “Repotnya Bersengketa Dalanan$aksi Syariah Pilih
Arbitrase Atau Pengadilan”, http://www.republikang 1 Februari 2011.

Paripurno, Yudo. “Basyarnas Lebih Banyak Menandga@ngketa Perbankan”,
http://www.hukumonline.co.id5 September 2010.

Rachmat Syafe’i. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkmank syariah”,
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/210@&tm, 3 Maret
2011.

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,28Jniversitas Indonesia



75

http://www.badilag.net21 April 2011.

http://www.bani-arb.orgl Februari 2011.

http://www.bapmi.org13 April 2011.

http://www.mui.or.id, IFebruari 2011.

http://students.sunan-ampel.ac1d~ebruari 2011

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,28Jniversitas Indonesia



Lampiran I

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REFPUBLIK INPONESIA

Jakaria, 10 Oktcber 2008

Memar 0% Bua BiHsSPXE008 Kepada ¥th

Ketua Perigadilan Tingep Agarta
. Kelua Pengadilan Tiewgezi

Kelua Pengaditan Agama

Kelua Pengadian Megeri

B oo

di
Setureh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: 08 Tahun 2008

TENTANG
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

Sehubungan dengan peranyaan yang digjikan oleh beberapa Kelus

Mengadilan Agama kepada Mahkarmah Agung tenfang polaksgnaan {eksakugi)

Futisan  Badan  Afbirase Syariah, Mahkamah Agung  memandang  pery

membinkan polunjuk sebagan berikuy |

T Badan Arbitrase Syaritah adalah Lembaga Arbitrase wing dipliih oleéh para pihak
yang barsengketa urduk memberikan pulusan mengenai sengkela ledenly s

bidarg ekonomi syarsh

2. Yang dimaksisl dengan ekonom syariah adalah perbuatan alau kegialan usaha

yang dilaksanakan mepurut Prins syanisab, meliputi

76
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e

a bank syari'ah,

ARUrAnNS! syariaty,

, reagurans ayamah;

reksa dana syari‘ah;

obligas syari'sh dan sural berharga barjangha menangah syani‘ah,
sekuritas syarcah;

O

g. pembiayaan syariah;

h. pegadasn syanah,

i dana pensiun lembaga kepangan syari'ah;

| hisnis syarlah; dan

k lembaga keuangan mdkro syari'ak,

(Penjelasan Pasal 49 hurul | Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1989 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-Undang Namar 3 Tahun Z006).

3. Puluzan Badan Arbitrase Syan'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
fefap dan mengikal para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Momor 30 Tahus 1955),
karenanya gara pikak harus melaksanakan pulusan Badan Arbitrase Syan'ab
tersebul secara sukarela.

4 Dalam hal pulusan Badan Arbilrase Syard'ab tidak dilaksanakan secara sukarela,
Mmaka pulusan tersebul diaksanakan berdasarkan perintah Ketus Pengaditan yang
negrwanang alas permohonan  salab saly pethak yang bosengketa, dan cleh

_ karena sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Momor 7 Tohun 1980
sehayaimana telah disbah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006,
Pengadilan Agama puga bedugas dan berwenang memeriksa, memulus dan
menycksaikan parkars ol bidang ekonomi syarah, maka ¥etua Pengadiian
Agama lsh yang berwenang memetintahkan  pelaksanaan pulusan  Badan
Arbitrase Syaritah

5 Putusan Badan Arbitrase Syar'ah baru dapal dilaksanakan apabila ketentuan
datam FPasal 59 Undang-Undang Momor 30 Tehun 1999 telah dipanute, yaitu
a. Dalam waklu paling lama 30 {liga pulub) hari terhilung sejak langgal piiusan

Badan Arbitraze Syarni'ah diucapkan, lembar 3gh atau salinan ofentik petusan

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,2011



lersehul diserahkan dan didafiarkan oleh arbiler atay huasanya kepaca
Fanltera Pengadilan Agama yang daerah hukornnys melputi lempat frggal
Tarmohon dalam peryelesatan sengketa melalu Badan Arbitrase Syar'ah;

b, Perywrahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas. dilakukan
dengan pencatelan dan penandalanganan pada bagian akhic ateu di pHnggit
pulusan afeh Panilera Pengadifan Agama dan arbiter alau kuasanya yang
menyerahkan, dan catalan larsebul merupakan akta pendatiaran

¢. Arbiler afau kuasanya wajib  menyerabkan  potusan dan bernbar  ash
penganghkatan sebagai arbiler alau salinen Olenliknya kepada Panitera
Fengaditan &gama

d Tidak dipenuhinga ketenluan sebagaimana dimaksed dalacm burdf a di atas.
nesakibal pulusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan,

e Semua Dioya yang barhubungan dengan pembuatan akta  pendaftaran
dibebankan kepada para plhak

& Perinlah pelaksanaan putusan Badan Arbétrase Syariah fersebul dibenkan dalam
waktu paling lama 30 (tiga pulub) han setelah permohonan shksekusk didaftarkan
kepada Panitera Pengadilan Agama yang doerab hukumnya meliputr tempat
lenggal Termahon dalam penyelesaian sengketa melalu Badan Arbilrase Syari'ah.

7 Ketua Peagadilan Agama sebelum membenkan perntah pelaksanaan, memeriksa
terkebih dahulu apakah

& Perselujuan uniuk menyelesakan sengkela melaiul Badan Arbitrase Syariah
dunuat dalam suaty doXumen yang ditandatangan| oleh para pihak;

b. Senghela yang diselasakan lersebul adalah sengketa o hidang ekonom:
syaii'ah dan mengenal hak yang meninul hukem dan peatusan perundang-
undangan dikuasal sepenuhnya oleh pihak yang bersengheta,

¢ Pulusan Badan Arbitrase Syarah tdak berentangan dengan prinsip syarah

£ Kelua Pengadian Agama tidak memeriksa alasan atau perlimbangan dari putusan

Badan Arbuirase Syariah.

9 Perintah Ketua Pengadilan Agama diluls pada lembar a3l dan saiinan otendik
putusan Badan Arbitrase Syariah yang dikeluarkan.
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10, Putusan Badan Abitrase Syariah yang lelah dibubuh: perintah Kelua Pengadiian
Agama, didsksanakan sesum kelenluan pelaksanasn pulusan  yang tetah

meemipunyai kekustan hukum telap.

Demmikean uniuk dikelahe dan dilaksanakan

Penyelesaian sengketa...,Niken Dyah Triana,FHUI,2011



Lampiran II

SURAT EDARAN
Nomor : 08 Tahun 2010
Tentang
Penegasan Tidak Berlakunya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008
Tentang
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah

Memperhatikan ketentuan pada angka 4 (em pat) Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama
berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Bahwa
berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak
tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri
atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Bahwa sehubungan dengan
hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak
berlakunya Undang-Undang MNomor 48 Tahun 2009 ientang Kekuasaan
Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 tentang
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari‘ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
penjelasannys, dinyatakan tidak berlaka.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL

H. ABDMIL KADIR MAPPONG, S.H

30
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Lampiran ITI

PERATURAN PROSEDUR
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS)
BAB
YURISDIKSI
Pasal 1
Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) meliputi:

a) Menyelesaikan secara adil dan cepst sengketa muamalat/perdata yang
timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain
yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat sccara
tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai
dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS.

b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa
ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian.

Pasal 2

Kesepakatan untuk  menyerahkan  penyelesaiun  sengketa kepada
BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak :

a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian
b) :Jt:zgan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibust dan disetujui oleh para
pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.
BABII
PERMOHONAN
Pasal 3

Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendafiarkan surat permohonan untuk
mengadakan arbitrase di Sekretariat BASYARINAS.

Pasal 4

(1) Surat Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya :
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a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan
para pihak.

b. Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase
sebagaimana dimaksud pasal 2;

¢. Masalah yang menjadi sengketa;

d. Tuntutan dan dasar tuntutan;

(2) Surat Permohonan harus disertai :

a. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu
ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan
diselesaikan oleh BASYARNAS.

b. Salinan/copy surat perjanjian arbitrase tersendiri yang secara khusus
menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASY ARNAS.

c. Surat Kuasa Khusus apabila Surat Permohonan diajukan oleh Kuasa
Pemohon.

(3) Pendaftaran Surat Permohonan tidak akan dilakukan oleh Sekretariat,
apabila biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum
dibayar lunas oleh Pemohon.

{4) Apabila para pihak tidak mampu membayar biaya pendaftaran, dan biaya
pemeriksaan vang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi
sekurang-kurangnya dari Lurah setempat, maka Ketus BASYARNAS
dapat menetapkan kebijaksanaannya.

(5) Apabila dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tempat tinggal
atau tempat kedudukan para pihak telah dinyatakan dengan tegas, maka
BASYARNAS akan menganggap alamat-alamat tersebut sebagai alamat
tetap dan tidak berubah, kecuali jika vang bersangkutan secara tertulis
memberitahukan kepada BASYARNAS dan pihak lawan sengketanya
tentang adanya perubahan alamat.

{6) Surat panggilan atau surat-surat lainnya dari BASYARNAS kepada para
pihak akan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) pasal ini.

PERHITUNGAN WAKTU DAN CARA PEMANGGILAN
Pasal 5

(1) Penerimaan pendaftaran dianggap terhitung pada hari disampaikan
pendaftaran Surat Permohonan.

(2) Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan pada hari berikut setelah
pendaftaran Surat Permohonan.
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(3) Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut ternyata hari libur resmi,
maka perhitungan tenggang waktu dimulai hari berikut sesudah hari libur
tersebut,

Pasal 6

(1) Perhitungan tenggang wakiu atas segala pemberitahuan, panggilan dan
surat menyurat lainnya dianggap telah diterima apabila secara nyata
disampaikan ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan
sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5).

(2) Surat panggilan, pemberitahuan atau surat-surat lainnya kepada para pihak
yang bersengketa disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat atau
melalui kurir atau dapat diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat
BASYARNAS.

(3) Tanggal pengiriman melalui pos tercatat sebagai hari dimulainya
perhitungan tenggang wakiu,

(4) Apabila pengiriman melalui kurir ataupun diambil langsung oleh para
pihak di Sekretariat - dibuatkan tanda terima olzh Sekretariat
BASYARNAS.

BAB Il1

PENETAPAN ARBITER TUNGGAL ATAU
ARBITER MAJELIS

Pasal 7

(1) Apabila klausula arbitrase atau perjanjian yang menyerahkan penyelesaian
sengketa kepada BASYARNAS sudah mencukupi, maka Ketua
BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau
Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.

(2)Salinan/copy surat permohonan sudah harus disampaikan oleh Sekretariat
BASYARNAS kepada Termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari
sesudah penetapan/penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.

(3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis memberitahukan kepada Termochon
disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan
jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan .

(4) Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS dipilih dari para anggota
Dewan Arbiter yang telah terdaftar pada BASYARNAS. Namun
demikian, dalam hal pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang
khusus, maka Ketua BASYARNAS berhak menunjuk seorang ahli dalam
bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.

(5) Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengkela keberatan
terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka
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selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan
terschut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-
alasannya berdasar hukum.

(6) Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga hari), Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
meneruskan keberatan itu kepada Ketua BASYARNAS dan selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari), Ketua BASYARNAS harus sudah
memberikan penetapan, apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut
alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka Ketua BASYARNAS
dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter pengganti.

(7) Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua
BASYARNAS yang diajukan oleh salah satu atau para pihak, tidak
mengurangi kewajiban Termohon untuk memberikan jawabannya secara
tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Fasal 8

(1) Pada dasarnya seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak
boleh mengundurkan diri.

(2) Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, dia boleh
mengundurkan diri dengan jalan mengajukan surat pengunduran diri
kepada Ketua BASYARNAS.

(3) Disetujui atau tidak permohonan pengunduran diri menjadi kewenangan
Ketua BASYARNAS. Apabila pengunduran diri disetujui, maka paling
lambat dalam wakin 10 (sepuluh) hari dari tanggal permohonan
pengunduran diri, Ketua BASYARNAS harus menunjuk arbiter pengganti

Pasal 9

(1) Apabila salah seorang arbiter meninggal dunia sedang fungsinya sebagai
arbiter belum selesai atau secara nyata salah seorang anggota arbiter dalam
keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, maka Ketua
BASYARNAS segera mengisi kedudukannya dengan menunjuk arbiter
pengganti.

(2) Penggantian arbiter yang meninggal dunia, paling lambat 10 (sepuluh) hari
dari tanggal meninggal dunia, sedang arbiter yang berada dalam keadaan
tidak mungkin melaksanakan fungsinya, paling lambat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal diketahui keadaan tersebut.

(3) Dalam hal Arbiter Tunggal diganti atau semua anggota Arbiter Majelis
diganti, maka pemeriksaan yang telah dilaksanakan diulang kembali.

(4) Dalam hal Arbiter Majelis Ketuanya diganti, maka salah seorang anggota
Majelis diangkat menjadi Ketua Majelis dan Ketua BASYARNAS
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mengangkat seorang arbiter baru sebagai anggota Majelis untuk
melanjutkan pemeriksaan.

Pasal 10

Arbiter Tunggal yang telah ditunjuk atau Arbiter Majelis yang dibentuk oleh
Ketua BASYARNAS akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua
belah pihak atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan
BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

BARIV
ACARA PEMERITICSAAN
Pasal 11

(1) Seluruh pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup,
(2) Bahasa yang digunakan dalam beracara adalah Bahasa Indonesia.
a.Permohonan, bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan
ditulis dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
b.Pemeriksaan saksi atau pemeriksaan sidang secara lisan dilakukan dalam
Bahasa Indonesia.
c.Apabila para pihak/salah satu pihak tidak memahami Bahasa Indonesia
dan menghendaki adanya penterjemah, maka pihak yang
berkepentingan harus menghadirkan penterjemah.

(3) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter
Tunggal

atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama

kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan

kepentingannya.,

(4) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak,
Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan
dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli.

(5) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada
Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, copy/salinannya harus diberikan
kepada pihak lawan sengketa.

(6) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis didepan
persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan
pemeriksaan secara lisan.

(7) Pemeriksaan terdiri dari tahap : jawab menjawab, replik, duplik,

pembuktian, kesimpulan dan putusan, yang pentahapannya ditentukan
berdasarkan kebijaksanaan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
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Fasal 12

(1) Tempat persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS di
Jakarta atau di cabang/perwakilan BASYARNAS atau di tempat lain atas
persetujuan para pihak.

(2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan sidang di tempat
untuk memeriksa saksi, barang atau dokumen yang benar-benar ada
hubungannya dengan hal yang disengketakan.

(3) Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat persidangan sebagaimana
dimaksud ayat {1}, pasal ini.

Pasal 13

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud
pasal 7 ayat (3), maka atas perintah Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter
Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon.

(2) Bersamaan dengan ini Arbiter Tunggal atan Ketua Arbiter Majelis
memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada
tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Panggilan dengan
pemberitahuan bahwa mercka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan
Surat Kuasa Khusus.

FPasal 14

Apabila Termohon, setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana
dimaksud pasal 7 ayat (3), tidak menyampaikan jawabannya, maka Arbiter
Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan memanggil para pihak dengan cara
sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama
pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan
(rekonpensi).

(2) Tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa
dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersama-sama dan
sekaligus dalam satu putusan.

Pasal 16
Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah
tidak datang dimuka sidang, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka

Arbiter Tunggal atan Arbiter Majelis dapat menggugurkan permohonan
Pemohon,
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Pasal 17

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Termohon tanpa suatu alasan yang
sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, tidak datang dimuka sidang,
maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memerintahkan supaya
dipanggil lagi untuk terakhir kali guna menghadap dimuka sidang pada sidang
berikutnya, yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh)
hari sejak dikeluarkannya perintah/panggilan itu.

Pasal 18

(1) Apabila pada hari yang telah ditetapkan Termohon tanpa suatu alasan yang
sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan
tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon akan dikabulkan, kecuali
tuntutan itu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dianggap tidak
berdasarkan hukum atau keadilan,

(2} Setelah putusan dilvar hadir diberitahukan kepada Termohon, maka
Termohon dapat melakukan perlawanan dalam jangka waktu paling
lambat 10 (sepuluh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara tertulis
kepada Termohon,

(3) Perlawanan Termohon tersebut dalam ayat (2), salinannya disampaikan
kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya
perlawanan tersebut dan pemeriksaan pelawan akan ditetapkan oleh Ketua
BASYARNAS dengan memanggil para pihak, dan apabila pelawan tidak
hadir maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menguatkan
putusan.

(4) Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka pemeriksaan
dilakukan dari permulaan sesuai dengan acara pemeriksaan arbitrase
BASYARNAS.

PERDAMAIAN
Paszal 19

(1) Sebelum pemeriksaan dimulai, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus
berusaha mendamaikan para pihak.

(2) Apabila usaha itu berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
akan membuatkan Akte Perdamaian yang sifatnya final dan mengikat para
pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian
tersebut.

(3) Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri scbagaimana
dimaksud pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS.

(4) Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter
Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.
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PEMBUKTIAN DAN SAKSI/ AHLI
Pasal 20

(1) Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti disertai daftar
bukti dan penjelasannya.

(2) Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, baik atas
permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil
saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.

(3) Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar terlebih
dahulu kepada Sckretariat BASYARNAS, segala biava pemanggilan dan
perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.

{4) Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakvukan atas prakarsa Arbiter
Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya wntuk itu akan dibebankan
kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh
Pemohon kepada Sekretariat BASYARNAS.

(5) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat meminta bantuan saksi atau
ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan
khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(6) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh
saksi atau ahli.

(7) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan salinan keterangan saksi
atau ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara fertulis
oleh para pihak yang bersengketa.

(8) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang
berkepentingan, saksi atau ahli yang bersangkutan dapat didengar
keterangannya dimuka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya.

(9) Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, para saksi atau ahli
wajib mengucapkan sumpah, bahwa saksi atau ahli hanya akan
menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

PENCABUTAN PERMOHONAN
Pasal 21

(1) Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut
permohonannya.

(2) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebefum
Ketua BASYARNAS menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan
panggilan untuk menghadap sidang belum disampaikan, maka biaya
pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon

(3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sesudah ada

jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) maka
pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.
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(4) Apabila pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah
pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon
tidak dikembalikan.

BAB YV
BERAKHIRNYA PEMERIKSAAN
Pasal 22

(1) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan
telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menutup
pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan
putusan.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, apabila dianggap periu
Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun
atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan
sebelum putusan dijatubkan.

(3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membacakan keputusan dalam
suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu
atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap dibacakan, sepanjang
kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.

(4) Tiap  penctapan dan  putusan  dimulai  dengan  kalimat
Bismillaahirrafimanirrafiim, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

(5) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh
Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
sejak Arbiter Tunggal atan Arbiter Majelis ditetapkan.

{6) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berwenang untuk memperpanjang
jangka wakiu tugasnya apabila :

a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus

terientu;

b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela
lainoya; atau

¢. Dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk
kepentingan pemeriksaan,
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BAEB VI
PUTUSAN
PENGAMBILAN PUTUSAN
Pasal 23

(1) Putusan/penctapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka
putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Ketua Arbiter Majelis dapat
mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil
oleh semua Arbiter Majelis.

Pasal 24

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

a. kalimat Basmallah yang berbunyi : Bismillahirrahmannirrahim di atas
kepala putusan.

b. kepala putusan berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

c. nama lengkap dan alamat para pihak.

d. uraian singkat sengketa.

e. pendirian para pihak.

f. nama lengkap arbiler.

g. pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
mengenai kescluruhan sengketa.

h. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam
majelis arbitrase.

i. amar putusan.

j. tempat dan tanggal putusan, dan

k.tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengambil putusan berdasarkan
ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aquo ct
bonao).

Pasal 25
(1) Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal
atau Arbiter Majelis bersifat final dan mengikat (Final and Binding) bagi

para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara
sukarela.
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PERBAIKAN PUTUSAN
Pasal 26

(1) Dalam wakiu 14 (empat belas) hari sejak disampaikan, salah satu pihak
boleh mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang
kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau
salah cetak. Permintaan diajukan ke Selretariat BASYARNAS dan

tembusannya disampaikan kepada pihak lawan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Arbiter Tunggal atau
Arbiter Majelis yang memutus - atas inisiatif sendiri dapat melakukan
perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan
diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1).

(3) Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling
lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan
Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, sudah

memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung
menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

PEMBATALAN PUTUSAN
Pasal 27

Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .

BIAYA ARBITRASE
Pasal 28

(1) Biaya arbitrase terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta
honorarium arbiter.
(2) Besarnya biaya arbitrase ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dalam

suatu Peraturan tersendiri.
Pasal 29

(1) Apabila iuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian Pemohon
seluruhnya dibenarkan, biaya pendaflaran dan pemeriksaan dipikulkan
kepada Termohon.

(2) Apabila tuntutan ditolak, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikulkan
kepada Pemohon.
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(3) Apabila tuntutan schagian dikabulkan atay perkara diputus dengan
perdamaian, biaya pendaflaran dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah
pihak menurut ketetapan yang dianggap adil oleh Arbiter/Majelis Arbiter.

(4) Honorarium arbiter dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing

setengah bagian.
PENUTUP

Pasal 30

Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan
BASYARNAS, maka penanganannya Iebih lanjut akan diatur dengan

keputusan Ketua BASYARNAS.

PPasal 31

Apabila Ketua BASYARNAS berhalangan melakukan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka kewenangan tersebut

dilakukan oleh Wakil Ketua.

Pasal 32

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini,
BASYARNAS akan mengatur lebih lanjut dengan mengacu kepada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 33

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Shafar 1426 H
09 April 2005 M

DEWAN PENGURUS
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

KETUA
M
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H. YUDO PARIPURNO, SH
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